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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Swt yang 
telah meliinpahkan karuniaNya, sehingga saya dapat iaenyel©- 
saifcan skripsi untuk melengkapi tugas dan momomhi syarat 
untuk mencapai gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum 
U'niversitas Airlangga Surabaya#

Koterbatasan dalam diri saya merupakan salah satu 
hambatan, namun dengan niat yang besar terixyata hambatan 
itu dapat torata3i, sekalipun 3aya monyadari bahwa sTcrip­
si ini masih jauh dapat dikatakan sompurna.

Tanpa bimbingan dan bantuan tersedionya fasilitas 
yang diborikan, saya yaldn sTcripsi ini tidak akan tersu- 
sun sobagaimam yang saya harapkan. TJntuk itu pada kesom- 
patan ini saya mengucapkan torima kasih dan rasa hormat 
saya Tcepada Bapak Abdul Mutholib, S.H. selaku dosen pora- 
bimbing, yang telah banyak mcmborikan petunjuk-petunjuk 
yang berharga bagi tersusunnya skripsi ini; serta kopada 
Bapak Ismot Baswodan, S.H. dan Bapak M. Kobiran, S.T-K se- 
laku dcsen penguji, sertfi Ibu liliek Kamilalx, S.H.

Terima kasih juga kepada kedua orang tua, suami, 
dan anak saya tereinta yang momberikan dorongan dan mon- 
doakan agar saya dapat menyelesaikan polajaran s.ampai do- 
ngen solesainya pomlisan skripsi ini!,
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ATdiirul Icatn mudali-mudohan Allah swt, b or Teona 11 

melimpahltan karunia-Nya serta Imbalan yang sopadan atas 

segala amal yang baile yang telah  diborikan Tcepada d ir i  

saya dalam menyelosaiTcan sTcripsi in i .

Surabaya, 2$ Ju li 19^7 

I-Ieni Agiistina
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BAB I 
PENDAHU1UAH

1* ^ntar Be3.n3r.nnA Permasa3.aban dan Rumusannya
Berdasarkan pasal 1 Undang-andang- Nomor 1/3,974 (Un­

ci ang-unclang tentan/j perkawinan) yang disebut perkawinan ada- 
lah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tu;]uan membentuk keluar-

*
ga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan- 
an Yang Mahaesa. Pengertian perkawinan yang tercantum dalam 
pasal 1 Undang-undang No. 3./1974 tersebut di atas adalah bu- 
kan hanya sekedar merupakan suatu per;ian;jian, tetapi merupa­
kan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wa­
nita berdasarkan Ketuhnnan Yang Mahaesa.

Selanjjutnya dalam pen;jelasan pasal 3. Undang-undang No. 
l/l974 dikatakan bahwa untuk menc^pai tu;juan perkawinan suami 
istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing 
dapat mengembangkan kepribadiannya supaya terwu;jud kese;iahte~ 
raan spiritual maupun material.

Mahmud Yunus berpendapat bahwa ?
0?u;)u*n perkawinan ialab. menurut perintnh All--?b. untuk 
memperoleh turunan yang sah dalam niasyarakat, dengan 
mendirikan rumab tangga dengan damai dan kasih sayang 
serta ointa mencint?ii antara kedua suami istri, bila 
perkawinan tidak lagi dapat niendirikan rumah tangga 
dengan damai dan berkasih snyang serta cintn meneintai 
antara kedua belah pihak, maka bal itu telah ter;jaub

3.
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C

dari tu;juan perkawinan yang sebenarnya

Tujuan perkawinan yn?ig dikemukaknn oleb. Mahmud 
Yunus di atas kimnyn berdasar atas Firman Allah swt, 
dnlam A1 Qur’an surah Arrum ayat 21 yang artinyn :

Dnn dinntarn. tnnda-tanda kekuasaannya ialah Din 
menciptakan untukmu istri-istri dari'.'jeni'-vrm sen- 
diri, supaya kamu cenderung dnn merasa tentram 
kepadanya dnn di;jadikan diantaramu rasa kasih dnn 
sayang. Sesunggubnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tnndn bagi kamu yang berfi- 
kir.2

Dari gnmbaran maksud dnn tu;]unn perkawinan ter­
sebut di atas, maka terlib.nt betapn luhur dnn muliany? 
tujuan dari pnda perkawinan, Namun dalam per;jalannn 
kehidupan, keluarga tidak ;jara'ng mengalnmi kehidupan 
yang pasang# surut bnhknn men;ja3.nni maga surut yang de- 
mikian ta;jnm sehingga percekcokknn tidak dapat didn- 
maikan. Percekcokkan tersebut salah satu disebabkan 
karena su-'mi melakukan po3.ignmi tanpa sepengetahuan 
istri*

Poligami itu sendiri sudah ada pengaturannya 
dalam hukum Islam, Undang-undang Ho, 1/1974? yo PP 
Hot 9/1975 dan dalam PP Ho* 10/1983.

' ' ’vlnhmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, 
c e t .  IX, Kidaknrya , Agung”  3a1cnrT7T7"T.l^T7"ITT^T------

2Departemen Agama Republilr. In d o n e s ia . A1 Qur ’ an 
dan gerrjemahannya, c e t .  VI, Janmmu Jakartai HJI5TJ
E7T?TI
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Menurut Hukum Islam poligami dibatasi paling ba­
nyak empat orang. Hal ini disebut dalam A1 Qur’an surat 
IV (3) ?"••• maka kawinilah wani ta-wanita (lain) yang

'A .kamu senangi dua, tiga atau empat..„ "■*y 
Pembolehan kawin lebib. dari satu orang ini adalah meru­
pakan suatu perkecuaXian.^ Di samping. itu diperbolebkan- 
nya ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang be- 
rat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Asas 
perkawinan dalam Islam itu sendiri adalah monogami. Ke­
tentuan i?ii terdapat dalam A1 Qur'an surat IV ayat 3 : 
Kalau kamu tidak akan adil di antara istri-istri kamu 
itu seyogyanyalab kamu mengawini seorang perempuan sa;ja, 
yang demikian itu adalah lebib dekat kepada tidak berbu-

5at aniaya. Maksud an;juran i’uhan beristri satu sa;ja ada­
lah untuk menghindarkan seorang berbuat sewenang-wenang 
dan membuat orang lain sengsara/menderitn, apabila orang 
beristri lebih dari satu.

Walaupun seorang laki-laki diperbolehkan menga­
wini wanita lebih dari seorang tetapi kalau tidak dapat

xDepartemen Agama Republik Indonesia, op.cit*,
h. 115. -------

^"Soamiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Und ang-
and ang Perkawinan t t&t 7 T o gy a j?: n ,
E7“75?— ---------

^Departemen Agama Republik Indonesia, loo.cit«
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^memenub.i syarat-syarat yang ditentukan sebaiknya kawin 
dengan satu wanita saja. Perkawinan lebih dari satu di- 
anggap sebagai suatu perkecualian.

Asas monogami tersebut ;)uga terdapat pada Undang- 
undang Perkawinan kita yaitu TJndang-undnng Honor 1/1974. 
Hal Ini ditegaskan dalari pasal 3 ayat 1, yang berbunyi : 
Pada asasnya seorang pria hnnya boleb mempunyai seorang 
suami. Asas monogami tersebut .tidnklab bersifat mutlak, 
tetapi lianya bersifat pengarab.an kepada pembentukan per­
kawinan monogami dengan ;]nlan mempersempit dan mempersu- 
lit penggunaan lembaga poligami clan bukan mengbapuskan 
sana sekali sistim poligami. Dari pernyataan tersebut di 
atas dapatlab dipandang bahwa pada d^sarnya asas-perka­
winan yang ada pada Hukum Islam dan UU No, 1/1974 adalah. 
sama, yaitu. monogami dengan ;]a3.an mempe/rsulit dan mem-
per sempit penggunaan lembaga poligami dan bukan mengb.a-

! .
puskan sistim poligami. .. .

Hampir bersamaan dengan prinsip tersebut, per­
aturan pemerintab. No. 10 tahun 1983 ;]uga menganut prin­
sip mempersulit ter;jadinya poligami. Nanun prinsip yang 
terdapat pndn peraturan ini ditu;jukan khusus untuk pega­
wai negeri sipil sa;ja.

Menurut Pen;jelasan Umum dari PP 10/1933 dikata­
kan bahwa :

Pegawai negori sipil adalah. unsur Aparatur ftegara« 
Abcli Negara dan Abcli Masyaraknt yang harus men.iadx 
teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkab. la- 
ku, tindakan dan ketantan kepada peraturan perunclang- 
undayigan yang berlaku*
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Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu 
maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang 
oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga se­
tiap Pegawai Negeri,Sipil dalam melaksanakan tugas - 
nya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah 
dalam keluarga. 6

Selanjutnya dalam pasal b dari peraturan peme - 
rintah Nonor 10 Tahun 1983 dikatakan.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih 
dari seorang, wajib meraperoleh izin lebih dahulu 
dari pejabat.

(2) pegawai Negeri sipil Wanita tidak di izinkan men- 
jadi istri kedua/ketiga/keempat dari |>egawai Ne - 
geri Sipil.

(3) Pegawai Negeri sipil Wanita yang akan menjadi is­
tri kedua/ketiga/keempat dari bukan pegawai Negeri 
Sipil wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pe- 
jabat.

(*0 Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus dicantumkan alasan yang le 
lengkap, yang didasari permintaan izin untuk ber­
istri lebih dari seorang, atau untuk menjadi is­
tri kedua/ketiga/keempat. 7

Dalam ftukum Islam ketentuan sepeuti tercantum pada 
padal b ayat 1 tersebut di. Htns'tidaklah Jcita temui* 
Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat tertentu

untuk berpoligami rcaka orang tersebut dapat langsung rne-
lakukan poligami, tanpa harus minta izin terlebih dahulu 
dari pejabat atasannya*

Aneka Ilmu, Peraturan pemerintah Nomor 2-9; T a  -  
hun 1983> ceto 1, Semarang, 1 9 8 ^ ^ 1 3 7 ^ .

 ̂I * > i d « 3 •
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Denson demikian, bagi pegawai Nogeri sipil yang 
boragama Islam, jika alean molakukan poligami, pada diri- 
nya akan terjadi permasalahan dalam pemakaian hukum.
Disatu pihak hukum 13lam membolohkan poligami tanpa ha­
ras minta izin terlobih dahulu dari pejabat atasannya,

i
dilain pihak karena dia berstatus sobagai pegawai Kcgori 
sipil, maka dia wajib tuuduk dan mematuhi pasal k Por- 
aturan Pomerintali Nomor 10 Tahun 1983-

Sohubungan dengan latar bolakang pormasalahan ter- 
cobut maka 3aya ingin monarik suatu pokok bahasan, bagai- 
mana jika benar-benar pejabat atasan dari pegawai nogeri 
sipil itu tidak momberikan izinnya? apakah lial ini. tidak 
akan menimbulkan dampnk negatif yaitu adanya hidup bcrsa- 
ma tanpa ikatan perkawinan yang sah, dikalangnn pegawai 
negeri sipil? Dan bagaimanakah izin dari pejabat atasan 
tersebut bila ditinjau dari hukum Islam?

•*

Hal-hal inilah yang morupakon porsoalan yang cukup 
monarik bagi saya untuk morabahas dan menguraikannya, dan 
saya borharap mudali-mudahan tulisan ini bormanfaat bagi 
saya untuk raongembangkan ilmu lebih lanjut.

2c Panjclasan Judul---- -4 _______

•Sobe.luri sampai pada pembahasan lebib. lanjut dari 
skripsi saya yang berjudul Poligami Heiairut Peraturan Pc~*

mor intah Nomor 10 Tahun 19^3 Ditinjau dari Kukura -Islam ma­
ka saya nTcen mcnjolaskan terlobih dahulu arti dan maksud-
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dari judul tersebut, sehingga akan ter;jadi kesamaan 
penafsiran dan pengertinn dari judul itu, yaitu dengan 
earn mengetnukakan clef ini si tiap kata dari judul gkrip- ' 
si.

Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu polys 
ya?ig berarti banyak dan game in atau gamos artinya ka­
win sehingga arti istilab. polygami adalah perkawinan

7lebih dari seorang*

Kata menurut mempunyai arti sesuai dengan, se- 
laras dengan.^

Peraturan Pemerintab. Nomor 10 tahun 1983 men/ran- 
dung arti sebagai berikut ; Kata peraturan berasal dari 
kata dasar atur yang mempunyai arti susun baik-baik*

Peraturan berarti aturan yang dibuat oleh yang
qberkuasa untuk nengatur sesuatu.

Sedangkan kata pemerintab. mempunyai arti kekuasaan me- 
merintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang

• l v a. 10memernntah suatu negara.

7Humaidi TatangpangarSa, Hakekat Polygami Dalam 
Islam, Unaha National, Surabaya,“To.* T2T"

^W.J.S. .Poerwadarrcintar Karma Umum liahasa Indo- 
•rGj&i* > cet. V, Balai .Pustaka, Jakarta, 1976, h". 4 3 7.

^Ibid*, h* 65.
1 0Ibid.. h. 7 4 0.
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Menurut Eunyi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar
1'945 ^ahwa peraturan pemerintah yaitu peraturan yang di-
tetapkan presiden untuk menjalankan Undang-Undang.
Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden, mempunyai no-
mor 10 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April
1983 ( diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1983 nomor 1 3 ) yang mengatur izin perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata ditinjau berasal dari kata dasar vti&jauiyang-':
mempunyai ’awalan di, yang berarti dilihat, dititik. ^

Sedangkan kata dari merupakan kata perangkai unt«k 
12menyatakan asal.

Poerwadarrainta mengartikan hukum Islam adalah per- 
aturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang raengenai ke­
hidupan berdasar kitab Our*an. ^

3* Alasan Pemilihan Judul.

Sebagaimana kita ketahui, poligami sudah ada penga^ 
turannya dalamli&ikum Islam,UU Ho. 1/1974 Yo. PP 9 / 1975

8

11 Xbid.o ,h. 1078.

12 Ibid. Ji. 229 .

1 3  I b i d , , h .  3 6 4  .
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dan dalam PP N?>mor 10 tahun 19^3 •
Kotiga pongaturan tersebut, pada dasarnya berprin- 

sip 3cann yaitu memporsulit ponggunaan lembaga poligarii 
bukan men^iapuskan sama so tali sistim poligami*

Namun Peraturan Pemerintah Nan or 10 tahun 1933, di- 
berlakuka n khuaus hanya untuk pegawai Negeri Sipil saja.

Pada salah satu pasalnya yaitu pasal 4 (I) dari 
porGturan tersebut dikatakan bahwa, pegawai negeri sipil 
pria yang akan beristri lebih dari seorang, wa jib memper- 
oleh izin lebih dahulu dari pojabat. Kctentuan tersebut 
dalam Hukum Islam tidaklah kita temui.

Bagi seorang pegawai negori sipil yang boragama 
Islam, pada dirinya akan timbul pormasalahnn dalam masa­
lah poligami. Pada catu pihak ada kesadaran untuk memakai. 
hukum Islam, pada pihak lain pegawai negori sipil torsobut 
wajib montaati Peraturan Pemerintah Nomor, 10 tahun 1983 
torsobut karena statusnya sobagai pegawai negori sipil 
yang baik.

Dan bagaimanakah eksistonsi izin pojabat atasan 
torsobut bila ditinjau dari sudut hukum Islam.

Dengan memporhatikan dua alasan di atas, mala-; saya 
molihat adanya porbodaan antara dua sistim hukum.' Itulah 
yang mendorong saya untuk membahas poligami menurut Per­
aturan Pemerintah Nomor 10 tdiun 1983 bila ditinjau dari 
hukum Islam.
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4-T.u.iuan Penulisan

Dua tujuan yang ingin saya capai dalam penulisan 
skripsi ini meliputi tujuan umura dan tujuan khusus.

Tujuan umum yaitu untuk raemenuhi tugas dan meleng- 
kapi persyaratan guna roemperoleh gelar Sarjana Hukum.

Tujuan khusus yaitu untuk memperdalam ilmu penge- 
tahuan yang telah saya terinu; dari Fakultas Hukura Univer- 
sitas Airlangga, dengan membahas secara khusus masalah 
Jkkssnaan Peraturan pemerintah Nordr 10 tahun 1983ikbu- 

susnya mengenai masalah poligami,
Dari dua tujuan tersebut di atas, saya berusaha 

untuk mengetengahkan permasalahan-permasalahan yang tim- 
bul berkenan dengan diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 
10 tahun 1933 bagi pegawai negeri sipil khusus yang bera- 
gama Islam. Hal ini berarti menambah perberidaharaan se- 
dikit ilmu pengetahuan yang beracal dari' pembahasan yang 
ada dala;:. skripsi ini.

5. Metodologi

Dalam penyusunan skripsi ini saya mempergun&n rae- 
todologi ccmparatif analitis yaitu dengan memoeriksti gam-
baran-gambart?.ri, penjelss&n-peri j e.lasari tentang poligami, pe nria- 
salanan_ pdiigami; pegav/ai negeri sipil dan prakteknya di Pe­
ngadilan Agama Surabaya, serta per band:Lngan-p& bandingan se­
cara yuridis yaitu. Peraturan Pemerintah Nor.ior 10 Tahur; 1983
dibandingkan dengan Unaan0-undang ^erkav/ihan dan hukum Islam 
bai'u kumudian dianalisis.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 
TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

HENI AGUSTINA



a. pendekatan masalah.
Pendekatan masalah merupskan tahap awal dari pembahasan 
skripsi ini. Pendekatannya adalah ©ecara yuridis sosio- 
logssvyaiJiu didasarkan pada peraturan hukum yang ada dan 
prakteknya atau kenyataannya ysng ada dalam i-asyarakat,

b. -• Sumber data.
“ata yang diperoleh dalam skripsi 'ini adalah berasal 
dari kepustakaan yang dihubungkan dengan kenyataan-ke~ 
nyataan yang ada dalara uasyarakat, yaitu dengan melihat 
prakteknya .ii pengadilan. Jadi datanya beratal dari ke­
pustakaan maupun lapangan.

c. prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
Data dikumpulkan dengan jalan »/iemba-a buku-buku yanc ada 
kaitannya dengan pembahasan masalah ini dan v/awanca /a 
dengan b berapa o vang/instansi yang raemil.iki arsip-arsit> 
berhubungan dengan judul skipsi. Setelah data terkumpul 
kemudian diolah.

d. Analis; s data.
Tahap dari peiabahasan sk.- p?A in!. adalah dengan mengadaU 
an ali sis data yaitu dengan kornparasi yuridis.
Dengan analiois data uiraaki-udkan untuk mehget&bui ^enna- 
salr-han-porina.salahaii yang ada setelah d.iundangkannya Pe­
raturan pemerintah Honor 10 Tahun 1̂ 8; Jika dikaitkan ‘ 
Undang-undang?erkav<insn dan iiukuiij -Jsla..:, ke:nu .i an dicari 
pemecahannya.

6. Pertanggun#.jawaban FAst cmat ika
Skips! 'nl saya eusun dengan ^aiiggunakan sistoma*ik& 

sebagaimana yan& tersebut di bswah ini.

11
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"pada awal-'-sekali- say., akan membahas secara umum aoa>*
saja yang rnenjadi permasalahan yang ada dengan marumuskannya 
secara umum, Hal ini saya lakukan sebab tahap awal adalah 
tahap p>.ngenalan secara urnu j  dan menyeluruh dari ir>i ookck 
pembahasan selanjutnya. dalam ta'hap ini saya juga mengemuk.'- 
kan dan raemberi penjelasan tentang judul skripsi ,alasan ~ 
alasan saya raerailih. judul tersebut,tujuan yang ingin saya 
.capai dengan membanas masalah dalam skripsi ini,metode pe 
nfrlisan yang saya gunakan dan yang terakhir adalah memper 
tanggung. jawabkan sistimatika pembahasan.Pembahasan ini . 
saya letakkan pada Bab I*

Dalam £&b II saya akan menjelaskan pengertian. umum 
tentang perkawinan dan tujuannya,baik menurut hukum Islam 
maupun Undang-undang Nomor T. T^hun 197*f ..Kemudian saya ba 
has pula syarat dan sahnya perkawinan baik menurut hukum 
Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 197^,sebelum me 
masuki pembahasan secara terperinci dan permasalahan yang 
saya kemukakan.

Berikutnya untuk membahas beberapa permasalahan yang 
berkaitan dengan poligami,§ikan saya uraikan dalam bab III 
dimana titik berat pembahasannya adalah mengenai poligami di. 
tinjau da-‘ .akum Islam maupun Peraturan PemerintahNomor 10 
Tahun 1983. Kemudian saya' bahas pula mengenai perbedaan po~ 
ligaraiyang ada dalam hukum Islam dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1933.

Setelah membahas poligami menurut peraturanpemerintah
M i L I 1C. 

pek^u^iakaan 
UNfVERSlTAS AIRLANGGA”

S U R- A B A  Y A
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Ncraor 10 Tahun 1983 pada bab III, maka pada bab IV, saya 
akan membahas kasus poligami pegawai negeri sipil di Sura­
baya . Dalam pembahasan ini saya meninjaunya dari segi hu­
kum -Islam, Undang-undang Perkawinan dan dari peraturan Pe­
merintah Homor 10 Tahun 1983.

Pada akhir pembahasan, saya akan membuat kesimpulan 
kesimpulan dan saran-saran. Hal ini saya maksudkan untuk 
memberikan informasi baik kepada yang berwenang menerbitkan 
peraturan tersebut maupun kepada masyarakat, bahwa pade 
dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10. Tah'un 1983-i:ti 
berrftanfaat ataukah tidak, Kesimpulan dan saran ini saya 
letakkan pads Bab penutup yaitu pada Bab V.
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BAB II

PENGERTIAN PERKAWINAN DAN TU JUANNYA

1. Pender tian perkawinan dan tujnanixva menurut UndanR- 
UndanR Nomor 1 Tahun 19714- dan hukum Islam

a. Pengertian perkawinan dan tujuannya menurut Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah priba- 
di dari mereka yang akan melangsungFcan perkawinan itu sa­
ja, akan tetapi ia adalah morupakan salah satu masalah 
keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerokhanian 
seseorang,

Sebagai suatu masalah keagamaan liampir setiap aga­
ma di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang per** 
kawinan, selling £a pada prinsipnya diatur dan harus tunduk 
pada ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh mereka 
yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Di 3araping suatu perbuatan keagamaan, karena per- 
kawinan ini adalah juga menyangkut hubungan antar maim- 
sia, maka i^erkawinan inipun dapat juga dianggap sebagai 
suatu perbuatan hukum.

Dalam mengatur masalah perkawinan sebagai suatu 
perbuatan hukum ini, umat manusia melalui penguasanya da­
lam suatu ikatan kenegaraan monetapkan peraturan huTcum 
perkawinan sesuai dengan kebutuhan mereka*

14
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Dengan demikian perbuatan agama dan perbuatan hukum 
mempunyai peranan yang sangat penting sekali.

Dalam pengaturan ini, sudah barang tentu agama 
mempunyai peranan yang sangat menonjol* yejag dalam ke - 
nyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling 
dominan terha dap peraturan-peraturan hukum adalah di 
bidang hukum perkawinan,

perkawina n menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 didasarkan pada ajaran agama dan tidak membenar 
kan adanya perkawiaan yang menyimpang dari pada ajaran 
agama.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut rneru - 
muskan pengertian perkawinan sebagai suatu ikatan lahir 
batin antara seseorang pria dengan seorang wanita se - 
bagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (ru- 
mah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang tercantum pada kalimat 
tersebut di.atas bukan hanya sekedar merupakan suatu per- 
janjian tetapi merupakan ikatan lahir batin antara se - 
orang p-ria dengan seorang wanita berdasar pada ketuhanan 
Yang Maha Esae

Dengan Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa da­
lam perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir 
atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duannya.

K.Wantjik Saleh merumuskan suatu ikatan lahir
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adalah ikatan yang dapat dilihat#
Mengangkapkan adanya suatu hubungan hukum antara 

seorang pria dengan seorang wanita antuk hidup beraam, 
sebagai suami istri dengan kata laiii disebut "hubungan 
f ormil"

Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan 
hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak da­
pat dilihat. Walau tidak nyata, tetapi ikatan itu harus 
ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir 
menjadi rapuh.*^

Dalam tarap permulaan antuk mengadnkan perkawinan 
ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan, yang sang- 
guh-stxngguh. antuk hidup bersamn. Dnn hidup bersama itu 
tercermin dari adanya kerukanan di antara suami istri 
itu.

ger;jalinnyn ikatan lahir clan ikatan batin ini 
merupakan fondasi dalam membentuk dan r.\embina keluarga 
yang fawhagia dan kekal.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahan 1974 di sam~ 
ping dapat ditafsirkan pengertian perkawinan, ;juga dapat

'"̂ K. Wantrjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, 
cet. VI, &hnlia Indonesia, Tal̂ ar I a ,^_980'^ h.'TTTT"

15Ibid.
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disimpulkan bahwa yang di maksud dengan tujuan. perkawinan 
adalah membentuk kelurga (ruraah tangga) yang bahagia dan 
kekal#

Perkawinan yan& bertujuan untuk membentuk keluar— 
ga yang bahagia dan kekal dapatlah diartikan bahwa per­
kawinan itu haruslah berlangsung. seumur hidup dan tidak 
boleh diputuskah begitu saja.

Pemutusan karena eebab-sebab lain dari kematian 
diberikan suatu pembatasan yang ketat sehingga suatu pe­
mutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan 
jalan terakhir setelah flalan lain tidak dapat ditempuh 
lagi.

Selanjutnya pada penjelasan umum dari pada Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan perkawi­
nan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan 
melengkapi agar masing-mssing dapat mengembangkan kepri- 
badiannya raembantu dan mencapai kesejahteraan spiritual 
dan materiil.

Dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 da- 
pat diambil kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang kita 
sengaja memasukkan unsur-unsur yang sangat luhur dan suci 
pada arti dan tujuan perkawinan, sehingga pasal tersebut 
merupakan hal yang sangat penting bagi warga Indonesia 
yang akan melangsungkan perkawinan;

Di sini diharapkan dalam perkawinan itu akan ter -

17
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cipta suatu keluarga yang bahagia clan sejahtera bahkan di- 
harapkan perkawinan itu bisa kekal dengan dilandasi oleh 
ajaran-ajaran yang dianutnya.

Dengan demikian menurut hema't saya babwa arti per­
kawinan menurut pasal 1 Undang-undang'Nomor 1 Undang-an- 
clang tahun 1974 adalah ik.atan labir batin antara seorang 
pria dengan wanita sebagai suami istri.

Ikatan labir batin ini sekaligus harus ada kedua- 
duanya, tidak hanya cukup ikatan lahir atau ikatan batin 
saja.

Ikatan labir batin tersebut harus dilandasi 
Ketuhanan Yang Mab.aesa sesuai dengan asas pertamn dari 
Pancasila.

Selanjutnya tujuan perkawinan yang tercantum pada 
pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahan 1974 adalah membentuk 
keluarga ya?ig bahagia dan kekal* Setelab mengetaliui arti 
dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahan 
19741 selanjutnya saya akan membahas arti clan tujuan per­
kawinan menurut Hukum Islam*

Dalam pembahasan tersebut, saya akan mengutip pen­
dapat beberapa cendikiawan Islam yang memberikan rumusan 
arti dan tujuan perkawinan yang berbeda-beda pe?id-apatnya 
sesuai dengan pandnngannya masing~masing•

Di mana para cendikiawan Islam tersebut da Inn mc- 
rumuskan arti dan tujuan perkawinan# bertitik. toiak pada
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A1 Qur’an dan Hadiths Nabi,
b. Pengertian dnn tujuan perkawinan menurut Hukum Islam.

Ditin;jau dari sudut se;jarah perkembangan umat 
manusia, maka dapatlah disimpulknn bahwa perkawinan 
adalah pertalian yang gah antara seseorang lelaki dengan 
seorang perempuan yang sah hidup bersama (bersetubuh) 
dan yang tujjuannya membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan, serta mencegah perzinahn dan menjaga keten­
traman batin.

Pada pengertian perkawinan tersebut, dijtrmpai 3

unnur panting yaitu, unsur hukum, unsur social dan un~
17sur Ggama.

Dilihat dari unsur hukum, perkawinan adalah me­
rupakan suatu per;jan;jian. Hal-ini didasarkan pada Firman 
Allah swt.

Bagaimana kamu akan mengar>\bi3-nya kembali , pada b.al 
sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain, sebagai 
suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 
dari kamu janji yang kuat (A1 Qur’an; An Nissa: 21).

Seperti yang dikemukan Abdullah Siddik terhadap 
unsur s6sia3. dapat clikemukakan salah satu faedah yang

1 £"" Abdullah Siddik, Hukum Porkawlna??. Islam , cet. II 
Tint a Mas, -Jakarta, 1983, !? . ~ ™"

1 7Ibid.
■) QSoemiyati, op.cit., b, 10.
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terbesar dari perkawinan cli antaranya ialab men;jagn dan 
memelihara perempuan yang sifatnya lemah itu dari pada 
kebiasaa?i seperti men;jadi gundik atau pelacur*

Dalam H.ukum Islam kita jumpai babwa syariat mem- 
berikan kepada si perempuan suatu Jredudukan sosial yang 
tinggi sesudah perkawinan* Bukank«b seorang perempuan 
apabila ia sudab. kawin napibnya ter;jamin karena nafkabnya 
adalah tanggungan suaminya.

Paedah yang lain ialab. memelihara kerukunan 3r.eh.i- 
dupan rumab. tangga dan turunan karena kalau tidak dengan 
perkawinan tentulab rumab. tangga dan turunan tidak herke­
tentuan. dan tidak adanya stabilitas kehiduphn keluarga.

Seterusnya perkawinan ,*juga dipandang sebagai ke- 
mapiabata?! masyarakat, karena kalau tidak ada perkawinan, 
manusia akan menurutkan sifat kebinatangannya yang akibat- 
nya akan menimbulkan perselisiban, permusuhan antara se- 
sama manusia. Peraturan Islam yang mengijinkan puatu po­
ligami yang bersyarat dan diawasi, a?:t;juran~anjuran perka­
winan, semuanya itu demi untuk kemaslahatan masyarakat*

Mengenai unsur agama ialab. pembentukan manusia su~ 
sila, karena perkawinan adalah satu asas yang utama dalam 
pergaulan, atau masyarakat yang sempurna men;jaga laki-la­
ki dan perempuan dr»ri perbuatan-perbuatnn yang dikutuk 
oleh agama. Bersabda Rosulullnb :

Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu di antara

20
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kamu serta berkeinginan b.endak kawin, hendaklah din 
kawin. Kare?ia sesunggubnya perkawinan itu akan meme- 
;jamkan mat anya terbadap or ang yang tidak balal clili- 
batnya clan akan memeliharakannya dari god nan syah- 
wat."-9

Perkawinan yang dipebut di clalam Islam sebagai ni- 
kah adalah sebagai salab. satu asas hidup yang utama dalam 
masyarakat beradab clan sempurna, karena I<tam berpendapat 
bahwa perkawinan bukan sa;ja satu ;jalnn yang amat mulia 
untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi 
,juga sebagai satu ;)alan menu.ju pintu perkenalan antara 
satu kaum dengan kaum yang lain*

Pertalian perkawinan adalah pertalian yang setegub- 
teguhnya antara suaml istri dan turunn?i, adalah pertalian 
yang erat dalam hidup dan keb.idupan manusia.

Betapn tidak, karenn perkawinan dibayangkan di da-
lam A1 Qur’an sebagai perpaduan dari dua ,-jiwa yang pada
bakekatnya merupakan kesatuan sebagai suatu perpaduan yang
suci dan kebiasaan susila yang bermutu ti?iggi dal am mengem-
bangbiakkan manusia, sebagai mana yang dinyatakan i1uhan di
surat An Nissa ayat 1 : "Hai sekalian manusia bertakwalah
kepada Tubanmu yang telah menciptakan•Kamu dari menciptakan
istrinya (Hawa). Dan dari pada keduanya Allah memperkembang-

20biakkan laki-laki dan perenipuan yang bn?iyaj\:".

21

"^Abdullah Siddik, op,oit.. h* 26. 
20Ib.icU, he 27.
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Dari uraian dl atas, nampak adnnya-nilni—nilai 
yang luhur dari tujuan dan arti perkawinan itu sendiri 
baik bagi para pihak yang akan melangsmngkan perkawinan 
bagi keluarga, masyarakat maupuh terhadap Allah swt.

Demikian luhurnya akan tujuan dan, arti perkawinan 
itu riiaka para cendikiawan Islam, masing-masing memiliki 
pendapat yang berbeda satu dengan yang lain, meskipun ti- 
dak mengubah hakikat itu sendiri.

Para cendikiawan Islam yang merumuskan tentang tu­
juan dan arti perkawinan tersebut, diantaraunya adalah Ab­
dullah Siddik dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan 
Islam, mengatakan bahwa, arti perkawinan yang dalam Hukum 
Islam dinamakan Nikah adalah;

Suatu perjanjian suci bagi tiap-tiap oran# islam yang 
harus dilakukannya; ia merupakan pertalian yang sete- 
guh-teguhnya dalam hidup dari kehidupan manusia, bukan 
saja antara suami istri dan turunan bahkan antara dua 
keluarga ; ia menjaga ketentraman jiwa dan mencegah 
perzinaan. (21)

■Rumusan tersebut di.Gtas, menurut hemat saya me 
ngandung unsur agama, hukum maupun sosial.

Dalam kaitannya dengan unsur agama, nampak dari ka- 
limat . ia menjaga ketentraman jiwa dan menjaga perzinaan.

Dimaksudkanf dengan ada; nya suatu perkawinan itu

tiap-tiap orang islam senantiasa akan bisa menjaga keten-

21 Ibid. h. 28
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traman bat in maupun untuk mencegab adanyn suatu perzinaan.
Kita ketabui bahwa zinah itu merupakan suatu per- 

buatan cemar yang diakui keburukannya oleb' dunia agama dan 
kemanusiaan. Bermacatn-macam ikhtiar clan claya upaya orang 
di;jalankan untuk me?ighapuskan perzinahan itu clari .muka bu­
rn! supaya ;jangan dilakukan oleb manusia.,

Adanya imsur hukum, terdapat pnda kalimat nikah 
adalah suatu per;jan;jian suci.

Adanya unsur hukum, karena pnda rumusan tersebut 
terdapat kalimat yang berbunyi bahwn nikah. adalah merupa­
kan suatu per;jan,jia?i suci.

Per;jan;jian di sini, adalah untuk menbent.uk keluar­
ga antara seorang lelaki dengan seorang wanita.

Selan;jutnya dalam kaitannya den/ran unsur sosial, 
terlihat dari kalimat, in merupakan pertalian yang sete- 
guh-tegubn.ya dalam hid up dan kehid’upan manusia, buknn sa- 
;ja antara suami istri dan turunan bahkan antara clua kelu- 
arga.

Diharapkan dalam suatu perkawinan itu cli samping 
para pihak yang ter;jalin ;juga antara ‘ dua keluarga dari 
pihak suami maupun dari pihak si istri*

Terjalinnya antara dun keluarga inilab yang meru- 
pakan unsur sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sava berke- 
simpulan bahwa arti perkawinan yang dimaksudkan oleb.
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Abdullah. Siddik adalah per ,jan;jian suoi yang diharuskan 
oleb. tiap-tiap orang Islam.

Selan.jutnya tu;juan perkawinan menurut beliau nda- 
lab untuk menjaga ketentrawan ;jiw;-i clan menceg?.b. adnnya 
perzinahan.

Cendikiawa?i Islam lain, yang ;juga mengupas arti 
dan tu;juan perkawinan adalah Mahmud Yunus. Beliau ber~ 
peridapnt, takrif perkawinan adalah sebagai berikut :

1* Perkawinan ialab. aqad antara calon laki-istri un­
tuk memenuhi ha.jad ;jenisnya menurut yang diatur 
oleb. svariat.

2. Yang dimaksucl dengan aqad ialab. i;jab dari pihak 
wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pi- 
bale, calon suami atau wakilnya.22
Selan.jutnya tentang tu;juan perkawinan belinu. me-

nyatakan s Tu;juan perkawinan ialab. menurut perintab. Al.lab.
untuk memperoleb. turunan yang sab. dalam masyarakat, de~

23ngan mendirikan rumab. tangga yang damai clan teratur*
Di.jelaskan oleb. beliau bab.wa perkawinan yang dalam 

bahasa arab disebut nikah itu ialab. aqad antara calon 
laki-istri untuk membolebkan keduanya bergaul sebagai 
suami istri.

Tentang tu;juan perkawinan tersebut beliau memberi- 
kan pen;jelasan : Perkawinan yang tidak dapat mendirikan 
rumab. tangga dengan damai dan berkasib. sayang serta cin-

""'Mahmud Yunus, op» cit« t h. 21,
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ta-mencintai antara laki istri maka ter;jauh dnri perka-
pAwinan yang sebennrnya.

Pendapat Mahmud Yunus tersebut, dapat saya simpul- 
Jean istilah perkawinan oleb. beliau dis'ebut dengan nikah, 
yang artinya sama dengan aqad. Sedangkan aqad ialah i;jab 
dari pihak wali calon istri dan kabul dnri pihak calon 
suami. Eu.junn aqad tersebut adalah menuxut perintah Allah 
untuk memperoleh turunan yang sab,

Selain dari pada pew cl n p n  t-pend npn t tersebut, ad a 
pendapat yang dikemukakan oleb. cendekiawan -Islam H. ML. 
Ali Alhamidy dalam bukunya ya?ig ber.iuclul Islam dan Perka-
winan menyatakan bahwa :

Nikah itu salah satu dari pada keperluan ;jasmani yang 
telnb diadak.an oleh luhan Yana Maha Bijjnksana imtuk 
men;]aga keadaan bangsa manusia. sebab kalau nikah itu 
tidak’di;jadikan keperluan ;jasmani tentulah tidak akan 
dii?igini oleh seseorang karena menanggung beba.n hidup 
pernik.ahan itu berat, tidak diker;jakan oleh seseorang 
melainkan getelah ada padanya ha;]at yang sangat kepa-da nikah.25

Selan;]utnya dikatakan bahwa tujuan nikah dalam
Islam itu ada tiga, sebagaimana diterangkan oleh Tuhan di
dalam A1 Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya t

Dan setengah dari tanda-tanda Allah yaitu ia ;jadikan 
;‘)odo-jodo bagi karw. dari ;jenis kamu supaya knmu ting- 
ga3. tentram kepadanya, dan ia ;jadikan diantaramu per- 
cintaan dan kasih sayang. S ~ sanggubn ya pada yang de- 
mikia.n itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpi-
kiran.26

24Ibid., h. 2.
H. I®. Ali Alhamidy, islam dan Perkawinan, cet. 

III, A1 Ma'arif, Bandung, 1983T^-*
26Ibid.. b. 20.
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Dari rumusan di atas, dapat saya simpulkan bahwa 
perkawinan yang disebut oleh H.MD. Ali Al Karaidy dengan 
nlkah mempunyai arti keperluan jasmani'yang telah diada- 
kan Tuhan, yang wajib dikerjakan setelah seseorang mempu- 
nyai hajat yang sangat.

Sedangkan tujuan dari pada nikah yaitu menjadikan 
suami istri hidup tentrara, cinta mencintai dan kasih me- 
ngasihi.

Dari beberapa pendapat para cendekiawan ' Islam 
yang telah saya uraikan cti 'atas, mengenai pengertian dan 
tujuan pernikahan, pada prinsipnya masing-masing pan&ang- 
an tidakiah banyak berbeda meskipun ada beberapa unsur 
yang tidak sama.

Pada umumnya mereka menyebut kata kawin, sama de«.-
i

ngan nikah.
Namun demikian dari beberapa pendapat yang berbeda 

beda itu tidaklah menimbulkan pertentangan mengenai arti 
dan tujuan perkawinan .

Hnl ini Soemiyati luengepiukakan pendnpntnyn

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa 
pendapat yang satu dan lainnya berbeda.
Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan memper- 
lihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pen­
dapat yang satu dengan yang lain.
perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para pe - 
rumus untuk memasukan unsur-unsur yang sebanyak~ban - 
yaknya dalam perumusan pengertian perkawinan flisatu pi­
hak dan pembatasan banyaknya unsur didalâ i perumusan" ■ 
pengertian perkawinan di pihak ysuig lain.

Selanjutnya beliau merumuskan pengertian perkawinan 
sebagai berikut,
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Perkawinan yang dalam istilah agama disehut "nikahM 
ialah melnkukan suatu aqad atau per;jan;)ian untuk 
mengikatkan diri antara seorang Inki-Inki cl fin wanita 
untuk menghalalknn hubungan kelflmin antara kedua "be— 
lah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua 
belah pihak untuk mewu;judkan suatu kebnhngiaan hidup 
berkelunrgn yang diliputi rasa kasih sayang dnn ke- 
tentramnn dengan cara-cara yang diridhoi A l l a h . 27

Mengenai tu;juan perkawinan dikatnknn lebih 3.annut 
adalah untuk memenuhi tuntutan ha.-jat tabiat kemanusiaan 
berhubungan antara lak.i-3.aki clan perempuan dalam rangka 
mewu;judkan suatu keluarga yang bahagin dengan dasar cin- 
ta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sali 
dalam masyar’akat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan

poyang telah diatur oleh syari'ah.

Dari beberapa pendapat cendekiawan Islam yang ber- 
beda-beda itu, tentang perumusan pe??.gertian perkawinan 
oleh Soemiyati dikatakan bahwa dari semua rumusnn yang

«
dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari 
selurub. pendapat, yaitu bahwa nikab itu merupaknn suatu 
per;jan;jian perikatan antara seorang Inki-Inki dan seorang 
wanita.

9
Per;]an;jian di sini buknnlah sembnrang per;jan;jia?a 

seperti per,jan;jian ;jual beli atau sewa-menyewa, tetapi 
per ;jan;jian suci u.ntuk membentuk keluarga antara’ seorang

Soemiyatij op.clt., h. 12,27
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3.aki-3.aki dan seorang wanita, Suci di sini di3.ib.at dari
segi keagamaannya dari suatu

Selan;)utnya apabii.a ] ita bandi?igkan rumusan pe­
ngertian perkawinan dan tu;)i

perkawinan.

annya menurut h.ukum is3_am
dengan rumusan pengertian perkawinan tuinannya menurut 
Undang-andang Nomor 1 tab.an 3.974 aflnlab. tidak ada perbe­
daan yang prinsipiil meskipan penyebutan istilab. dari 
dua rumusan tersebut adalah berbeda.

Menurut bukum Islam, istilab. yang dipakai ada3.ab. 
nikah., Istilab. tersebut dalam, Undang-undang Homor 1 ta­
han 1974, tidaklah. kit a temukan.

Namun tidak3.ab. berarti, dengan tiadanya penyebut- 
an istilab. tersebut, I-Iukum Perkawinan Islam dengan Un­
dang-andang Nomor 1 tabun 1974, adalah bertentangan.

Bahkan menurut pendapat saya' antara Undan/r-undang 
Nomor 1 tahan 1974 tentang perkaydnan, ;]iwanya adalah 
sama dan senada dengan h.ukum perkawinan Islam,.

2. Syarat dan sabnya Perkawinan menurut UU Uo« 1 tahan 
1974 dan menurut bukum Islam*

a. Syarat dan sabnya perkawinan menurut UU No* 1 
tahan 1974.

Sebagai salab. satu perbuatan hukum, perkawina?: 
mempanyai akibat h.ukum pula,
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Ad?. .nya a k i b a t  hukum ini penting sekali. hubungannya dengan 
sahnya perbuatan hukum itu.

Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak
• ynnft lahir clnri perkawinan itu nkan

merup^kan anak yan/5 tidak sab. pula.
Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dikatakan bahv/a perkawinan dianggap sah apabi- 
la dilaksanakan menurut kepercayaannya masing-masing.

Di'̂ e-askan lebih lisin jut bahwa yang dimaksud dengan 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanny . itu termasuk 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan 
agama::mya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak berten- 
tangan atau tidak di'tent'uk̂ .nlain dalam Undang-Undang ini.

Dari rumusan pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya tadi 
dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan aflalnb. 
semnta-mnta ditentukan oleh ketentuan agaraa danjteperca- 
yaan raereka yang nendak melaksanakan perkawinan .
Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan ber- 
tentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendiri. iya
I
menurut Undang-Undang perkawinan ini dianggap tidak sah 
dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawin- 
nan#

Sehubungan dengan ada aya ketentuan dalam pasal 2 
ayat 1 tersebutcli atas make bag! wsrga negara Indonesia 
yang beregama Islam apabila henciak melaksanakan perkawin­
an supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang.i
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perkawinan yang telah diatur dalam buknm perkawinan Islam. 
Demikian ;juga "bagi mereka yang beragar.ia Nasrnni , Hindu., 
Budha, hukum agama merekalab yang men.jadi dasar pelaksan«~ 
an yang menentukan sab.nya perkawinan.

Di samping ketentuan dalam pns«l 2 nyat 1 bahwa 
sahnya perkawinan adalah ditentukan oleb. agama dan keper-*
cayaannya masing-masing, maka menurut pasal 2 ayat 2 un- 
dang-undang tersebut:, ditentukan ;)uga bahwa tiap-tiap 
perkawinan barns dicatat menurut peraturan perundang-un~ 
dangan yang berlakn.

Mengenai tu;juan percatatan ini, dalam undang-undang 
perkawinan tidak di;jelaskan lebib 3.an;jnt, banya di clalam 
pe?i;jelnsan umum dikatakan bahwa peneatatan tiap-tiap per­
kawinan adalah sama hnlnya dengan peneatatan peristiwa- 
peristiwa penting dalam kebidupan seseorang, misalnya ke- 
lab.iran, kematian yang dinyatakan dalam surat-'nirat kete- 
rangan suatu akte resmi yang ;juga dimuat dalam daftar pen- 
catatan yang kb.usus disediakan untuk' itu, sebingga sewaktu- 
waktu dapat dipergunakan bilamana perlu, terutama sebagai 
alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat buk- 
ti itu dapatlab dibenarkan atau dicegnb suatu perbuatan 
yang lain.

Peneatatan perkawinan tidak menentukan sab tidaknva 
suatu perkawinan, tetapi hanya menyatnkan bahwa peristiwa 
perkawinan benar-benar ter;jadi. ;jadi semata-mata bersifat
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adninistratif
Mengenai pelaTtsanaan penc&tatan perkawinan ini, di- 

atur lobili lanjut dalan Bab II PP No. 9/1975 yaitu dalam 
pa eg 1 2 sarnpai dengan pasal 9*

Menurut pasal 2 PP No. 9/197? beserta penjelasannya 
diperoleli kotontuan sebagai berilcut :

a. Instan3i yang no lairs ana Tea n perkawiiian adalah :
1. Bagi merelca yang boragama Islam poncatatanziya di- 

laTcukan ololi pegawai Poncatat Nikah, TalaTc dan 
Rujuk.

2* Bagi 1'aorGlcG yang tidak boragama Islam, pencatat- 
annya dilaTcukan oloh pegawai Ponca tat Perkawinan 
pada Icantor catatan sipil atau Instansi/pcjabat 
yang mombantunya.

b* Tata cara pencatatan perknwinan harus dilakukan 
berdasarkan :
1. Kotentuan-Toatontuan yang diatur* dalam pasal 3 

3onipai dengan pascl 9 PP No* 9/197?*
2, Ketentuan-Tcetontuan Idiusus yang diatur dalam 

peraturan, yang merupakan pelengkap bagi peratur- 
an pemerintah Ini yaitu :
a. Undang-undang No* 32 tahun 195U» tentang pen- 

catctan Nikah, TalaTc dan Rujuk (LN 195k No.
99) dan beberapa Peraturan Monteri Agama yang 
berhubungan dengan hal tersebut.

b. Reglement catatan sipil bagi orang Indonesia 
yang boragama Kristen di Jawa, Madura dan Mi­
na has a dan sobagainyc (stb. 1917# No. 75 Yo. 
193& No. 607 dengan segala perubahannya).

c. Reglement Catatan Sipil untulc Golongan Cina 
(stb. 1917 No. 130 Yo. 1919 No. 81 dengan sc- 
gala perubahannya).

d. Regloment Catatan Sipil bagi Golongan Sropa 
yang disamalcan (stb. I8ij,9 No. 25).

e. Daftar Catatan Sipil untulc perkawinan.campur- 
an (stb* 1903 No. 2 7 9).30

2^Soeniyati, op.cit., h* 65*
Wantjik Saleh, op. oit., h. 7L<
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Dengan ada..nya pasal 2 ayat 2 UU.No. 1/197A- yaitu 
keharusan untuk mencatat perkawinan,maka tampak jelas di- 
sini bahwa negara dalam masalah perkawinan, ikut campur 
dalam mengatur masalah tersebut.

Kalau dilihat dari sudut Hukum Islam yang tidak me— 
ngatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat 
atau tidak dan dengan melihat tujuan dari peneatatan per- 
kawinan itu, maka sesungguhnya peneatatan perkawinan itu 
banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak.yang melaksana- 
kan perkawinan itu,b*JJc di 'dalam kehidup&n prvbadi.jn&upvjn 
dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimiliki .\nya ak~ 
ta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang 
suami tidak roungki# mengingkari istri. mya, demikian juga 
sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suami- 
nya.

Di 'samping itu dengan dimilikinyn akta perkawinan 
seorang pegawai negeri dapat menuntut berbagai tunjangan 
misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan 
lain yang berhubungan dengan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di1 ntna tnnlcn berclasar- 
kan pertimbangan mashalih-mursalah dalam hukum Islam, pen 
catatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang 
harus dilaksanakan,

Mashalih-mursalah ialah menetapkan ketentuan-ke- 
tentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dfllnn 
Al Qur’an atau sunnah Rosul, atas pertimbangan menarik
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31kebaikan dan menolak kerusakan dalam h.iciup magyarakat.
Oleb. jcarena dalam kenyataannya pencatatan perka­

winan lebih. banyak mendata?igkan kebaikan dari pada keru- 
sakan dal.am h.idup bermnsyarakatf maka melaksanakan penca- 
tataji perkawinan adalah merupakan suatu kebarusan bagi 
mereka yang beragama Is3.am.

Dari uraian tersebut di atas dapat saya simpulkan 
bahwa yang mengesabkan suatu perkawinan adalah. h.ukum ma- 
sing-masing agama clan kepercayaan para pihak yang melang- 
sungkan perkawinan.

Dan keb.arusan acianya pe?icatatan perkawinan terse- 
but bukan3_ah. yang menentukan sah. tidatoiya suatu perkawin­
an, akan tetapi merupakan b.al yang bersifat administratif 
belaka* Pencatatan ini h.arus di3.akukan, meskipun dalam 
h.ukum Islam tidak. terdapat keh.nrusan adanya pencatatan 
tersebut, Tetapi lial itu tidaklah berarti pencatatan itu 
bertentangan clengan hukum Islam, bahkan bisa diterima yn- 
itu berdasarkan mashalib.-mursalah..

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-an- 
dang Nomor 1 tahan 1974 yang tercantum pada pasal 6 ada3.ah. 
sebagai berikut :

3.. Perkawinan harus didasarkan atas persetu;ju.an kedua 
calon mempe3.ai.

7."]''“.Aeb.mad Azhar Basyir, Hukum Ad at Bagi Umat Islam 
cet. 1, Nur Caliaya, YogyakartaT'^WST’b.. TIH ’ ’
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2* Untuk melnngsungknn perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun hnrup mendapnt izin kedua 
orang tun.

3. Dalam b.al salah seorang dari kedua orang tun telah. 
meninggal dunia ntnu dalam keadann tidak mnmpu me- 
nyataknn kehendaknya, maka i;jin dimakrmd ayat (2) 
pasal ini cukup diperoleb. dari orang tun yang masih. 
hidup ntnu dari orang tun. yang mnmpu menyatakan ke- 
hendnknya*

4* Dalam b.ni. kedua orang tun telab. meninggal cl uni a
ntau dalam kendaan tidak mnmpu untuk menyataknn ke­
hendaknya, maka i,jin diperoleb. dari wali, ora?ig yang 
rAGmG3.ib.nra ntnu keluarga yang mempunyai hubangnn da- 
rab dalam garis keturunan lurus ke atas selama mere- 
kn -masib. hidup dan dnlnm keadaan dapat menyatakan 
kehendaknya.

5* Dalam b.al ada perbedaan pendapat antara orang-orang 
yang disebut dalam ayat (2), (3) dnn (4) pasal ini," 
ntau salah seorang atau lebih di antaru merekn tidak 
menyatakan pendapntnya, maka pengadilan dalnm daerah 
hukum tempat tinggnl orang yang akan melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat mem- 
berikan i,-jin setelah lebih dnhulu mendengar orang- 
ornng tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini*

6* Ketentuan• tersebut ayat (1) sampai dengnn nynt (5) 
papal, ini berlaku sepan*jang hukum mnsing-masing ngn- 
mnnyn dnn kepercayaannvn itu dari yang bersangkutnn 
tidak menentukan Inin,52

b. Synrat dnn snb.nya perkawinan menurut hukum Islam*

Yang dimnksud dengan synrat 'pada kalimat tersebut 
di atas menurut Mahmud Yunus ialah sesuatu yang mesti ada 
dalam perkawinan, tetnpi tindn termnsuk salah sntu bnhngi- 
an daripada b.akikat perlr.nwinnn sebnga i mi sal. nclalnh synrat 
wali laki-lnki balig, beraknl dan sebngainya.

K, -Wantjik Saleh, o^^cit. , h.32
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Di samping itu Abdullah Siddik mcngemukakan bahwa 
syarat perkawinan Islam adalah sebagai berikut :

1. Porsetujuan kedua belch pihak dan bagi orang yang 
bolum dewasa persotujuan antara orang tua. Bersab- 
da Rosulullah (H.R. Buidiarl/Kuslim dari Xbu Abbas) 
"Jangan dinikahkan perempuan janaa 3ebelum diajak 
bermusyawarah dan perawan sebelum diminta izinnya".

2. Harus ada saksi.
3. Harus ada wali.
k. Adanya mohr atau mas Raw in, rnahr merupakan hale ba­

gi perempuan di mana ia dapat meminta a pa yang di­
ke ho ndaTciny a dan dapat pula mombebaslcannya, Qur'an 
tidak mengatakan so3uatu ukuran mengenai rnahr de­
ngan pasti, tetapi dengan kata-kata bil ma'ruf/me- 
nurut kepatutan yang adil.

5. Adanya ijab-kabul. Fada umumnya sebelum dilakukan 
ijab kabul disampaikan Idiotbah nikah sehtngga si- 
fat perkawinan nampak agung dan s u c i . 3 3

Pendapat Abdullali Siddik tersebut adalah sesuai 
dengan ketentuan yang ada pada pasal 6 Undang-undang No­
mor 1 tcliun 197U» yang menyatakan bahwa perkawinan liarus 
didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Eal tersebut menurut pendapat 3Gya adalah merupakan 
hal yang pouting, yang haru3 dip©gang teguh oleh masing- 
masing orang tua yang akan mengawinlcan putrinya.

Sebab tanpa kohendak yang bebas dari para calon 
mempelai, niscaya perkawinan itu roungkin akan mengalami 
Ice gaga Ian.

Menurut ajarnn Islain sebelum dilangsungkannya sua­
tu' perkawinan boleh didahului dengan apa yang disebut

3-JAbdullah Siddik, op.cit.. h. 5k* 55*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 
TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

HENI AGUSTINA



36

mominang*
Meminnng itu sendiri ialah menyatakan pormintaan 

untuk porjodohan dari seorang laki-laki pada seorang pe- 
rempuan baik secara langsung maupun tak lang3ung yaitu 
dengan perafttaraan soorang yang dipercaya* .

Hal tersebut, didasarkan pada surat A1 Baqoroh 
ayat 235 yang artinya, "Dan talc ada dosa bagi Tcamu moral- 
nang wanita wanita itu dengan sindiran yang bailc".^

Dengan adaî ya hal tersebut maka berarti kosempatan 
bagi pria dan wanita untuk molih.nt m&siug-masing calonnya 
dan sekaligus menyatakan menyetujui atau tidak, sebab dn- 
lam Islam dilcnfcalcan bahwa perkavriiian adalah suatu perjan- 
Jian yang didasarkan atas suka sama suka dari kedua pihak. 
Oleh karena itu persotujuan antara kodua calon suami istri 
itu tidaklah hanya merupakzm 3yarat dalam perkawinan, Bah- 
kan monjadi asas dalam huTrum loerkawinan, guna melindungi 
hak asasi para pihak tersebut,

Sclanjutnya untuk sahnya perkawinan menurut hukum
«

Islam ialah harus ada aqad nikah atau ijab kabtil} karena
/

perkawinan adalah morupakan suatu perjanjian.
Tentang hal ini Kahmnd Yunus berpendapat, perkat-/in- 

an harus (wajib) dilakukan dengan ijab dan kabul ja ng di-

3^Ibid.. h. 51.

M  I L I K-
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rnrnci aqad nikah. Ijab dari pihak wall perenpuan atau 
wakilnya dan kabul dari pihak laki-laki calon suami 
a tau viakil ny a • ̂

Dari ketentuan di atas, saya bcrpcndapat .bahwa 
untuk sahnya suatu perkawinan haruslah ada ijab dan ka­
bul, 3Ghingsa dengan dGraiTd.cn adanya ijab dan kabul itu 
merupakan syarat yang mtlak untuk sahnya perkawinan 
merurut hufcura Islam. Apnbila suatu perkawinan, tiada 
melakukan ijab dan Tcabul make tidaklah sah perkawinan 
tersebut.

•̂ Mchiirad Yunus, op.cit. y h, 15.
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BAB III

TINJAUAN DAN PEMBAH4SAN POLIGAMI

1 • Pongertian Poligami Menurut Hukum Islam

Sebagaimana pada bab pondaliuluan bahwa poligami di­
atur dalam hukum Islam, Undang Undang Nomor 1 Tahun 197!+ 
yo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 19&3*

Dari ketiga peraturan perundang-undangsn tersebut 
di atas, hukum Islam yang torlebih dahulu mengatur rnasa- 
lah poll garni,

Perlmtaan Poligami borasal dari bahasa Yunani, ter- 
diri dari dua pokok Tcata Poly atau polus yang berarti ba-

s\

nyak dan ganein'atau gamous yang berarti few in. Bila pe­
ngertian Tcata-totn itu dirangkaikan maka poligami berarti 
-suatu perkawinan yang lebih dari seorang*^

Berdasarkan pengertian tersebut di atas berarti 
berlaku kedalamnya untuk pria maupun wanita, jadi penger- 
tian poligami tersebut meliputi poliandri dan poligtni.

Namun dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud 
dengan poligami itu ialah perkawinan antara seoraug laki- 
laki dengan perempuan lobih dari satu. ■

^^Humaidi Tata Pangarsa, op.cit. s h. 12
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Dalam pombQliQSGn sTcripsi ini saya monggunaTcan 
pongertian yang tolali populor di kalangan masyarakat 
umurn seporti pada kalimat tersebut di atas.

Poligami adalali masalah komanusiaan yang tolah 
tua sokali. Hampir soluruh bangsa cli dunia sojalc janian 
dahulu tidak asing dengan istilah poligami, roisalnya 
saja poligami dikcnal scjak dahulu oleh orang-orang 
Hindui bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, bangsa 
Thracia, Lidia, Polsgia, Med, BabiIonia, Asiria s Phuni- 
sia dan lain-lain bangsa di dunia mas ill banyak lagi*^

Di dunia Barat kobanyakan orang bonci dan menon- 
tang poligami, sebagian besar bangsa-bangsa di sam 
mongenggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan 
cabul dan oleh fcnronanya adalah tindakan yang tidak 
bermoral.

Tetapi pada kenyatannnya me nunjukkan hal yang 
lain, di sana Id.an merajalela terjudinya praktok-prak- 
tok Poligami socara liar ilegal di luar perlmwinan.^

Poligami yang terjadi, sebelum datangnya l3lam, 
pada urauinnya dilakuknn tanpa mongenal betas jumlahnya, 
■sebagai contohnya raja Solomon mempunyai ictri sebanyak

37Ibid., h, 7 

3®Ibid.
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'IQ
7 0 0  ' o r a n g  d i  s a n p i n g  b e r a t u 3 - r a t u s  g u n d i k  y a n g  l a i n .

R a j a  N e g r o  L o a n g o  r o e m p u u y a i  7 0 0 0  o r a n g  i s t r i ,  b a l i k a n  d i  

k a l a n g a n  b a n g s a  I s r a e l  p u n  p o l i g a m i  t e l a h  d i k e n a l  s e j a k  

j a m a n  N a b i  M u 3 a ' a . 3 .  y a n g  k e m u d i a n  m e n j a d i  a d a t  k e b i a s a a n  

y a n g  me r o t e  l a n j u t k a n  d e n g a n  t a n p a  a d a  b a t a s a n  d a l a m  ju m -  

l a h  p e r e m p u a n  y a n g  b o l e h  d i k a w i n i  o l e h  s e o r a n g  l a k i - l a k i *

N a b i  S u l a i m a n  m o m p u n y a i  i s t r i  s e b a n y a k  1 0 0 0  o r a n g ,

S e l a n j u t n y a  o l e h  Y u s u f  W i b i s o n o ,

S e b e n a r n y a ,  b a h w a s a n y a  p o l i g a m i  y a n g  s e m a t a - m a t a  3 e -  
s u a i  d e n g a n  h u k u m  a l a m  t e l a h  d i l a k u T t f in  p a d a  s e t i a p  
j a m a n ,  k a r o i n  h u k u m  a l a m  i t u  t o t a p  s a j a ,  t e t a p i  p i -  
k i r a n  m a n u s i a  d i b u a t  s e d e m i k i a n  r u p a  d a n  s a n g a t  s u k a  
k e p a d a  b e r b o l i t - b e l i t ,  s e h i n g g a  b u k a n n y a  i a  m e m i l i k i  
s i s t e m  y a n g  s e m a t .o - m a t a  m e n g u n t u n g k a n ,  a k a n  t e t a p i  
j u s t r u  m e m i l i k i  s i s t e m  y a n g  p o n u h  d e n g a n  d u s t a  dan  
p e n i p u a n  y a n g  m e m b u a t  b e r p u t u s  a s a n y a  b e r j u t a - j u t a  
w a n i t a  d a n  y a n g  m e m a k s a n y a  h i d u p  d a l a m  T o a s e d i h a n ,  
k e k a c s i u a n ,  a t a u  d o s a - d o s a  s e b a g a i  b e r j u t a - j u t a  m a n u -  
s i a  h i d u p  s e n g s a r a  t e r j e r u m u s  h i d u p n y a  d a l a m  k e m u n a -  
f i k a n  h o w c n i  d a n  b a h w a  s e m u a  d ra m a  p e r c i n t a a n  m e l a -  
h i r k a n  T c o t u r u n a n - k e t u r u n a n  y a n g  d i l l p u t i  o l e h  p e r a -  
s a a n  i r i . h a t i  y a n g  p a n d i r  d e n  p e n u h  k e b e n c i a n  y a n g  
j u m l a h n y a  s e t i a p  h a r i n y a  b  o r  ta m b a l i  ~ t a m b a h  s a j a . . 5 0

E »ongan  u r a i a n  t e r s e b u t ,  d a p a t l a h  d i s i m i j u l k a n  b a h -  

•wa j a u h  s e b e l u m  I s l a m  d a t a p o l y g a m i  i t u  t e l a h  a d a

3 9
A b d u r r a h m a n  d a n  H i d m n  S y a h r a n i ,  M a s o l a h - m a s a -  

l a l i  Hukum P e r k a w i n a n  d i  I n d o n e s i a ,  A l u m n i ,  B a n d u n g ,
1^7H71T"5o-IJr:

ko
Y u s u f  W i b i s o n o ,  M o n o g a m i  A ta u .  P o l i g a m i  M a s a l a h  

S e p g n j a n g  M a s a , c e t .  I ,  B u l a n  B i n t a n g ,  J a k a r t a , "  1 9 8 0 ,
h • 55"
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clan dipraktekkan oleb. semua bangsa-bangsn di dunia sehing- 
ga agama Islam bukanlah pencipta dan pelopor poligami te~ 
tapi b.a?iya membatasinya secara tertib clan teratur.

Sebenarnya asas dalam hukum Islam adalah. monogami. 
Poligami diperkenankan dalam keadaa??. darurat dan memaksa 
sebagai perkecualian*

Dasar hukum Islam yang memperboleb.kan polygami ini 
dalam Ai. Qur'an surah An Nisa ayat 3 yang antara i.ain me- 
nya.takan:

"Dam ;jika kamu tidak akan dapat berlaJcu adil terhadap 
(b.ak-hak) perempuan yang yatim maka kawinilnh wanita 
wanita (lain) yang kamu senangi dun, tiga atau empat. 
Kemudian ;jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil maka kawinilah seorang sa;ja atau budak-budnk 
yang Icamu miliki yang demikian itu adalah. lebih de- 
kat kepada tidak berbuat aniaya",^'

Sebab-sebab ayat tersebut diturunkan adalah. karena 
ada kebiasaan bangsa Arab yaitu ;jika ada perempuan yatim 
maka wali yang memeliharanya tidak mau mengawinkannya de­
ngan laki-laki lain dengan maksud kekuasaan mengurus harta 
bend a perempuan yatim itu tetap ditangn?mya*
Dalam pada itu diapun tidak mengawininya mangkin disebab- 
kan perempuan yatim itu rendab menurut pandangannya.

Kebiasaan ini diperingatkan oleb. Tuhan bah.wg ;]ika 
seorang merasa tidak dapat berlaku adil dalar.i perkawinan-

**1 Ibid.■ h. 24.
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?iya den/ran. perenpuan yatim itu sebaiknya in kawin dengan 
perempuan lain sa-ja b.ingga empat.
Tetapi Jr.alau dengan istri-istri yang diambil dari perem- 
puan-perenpuan lain inipun masib. ;juga dia kb.awatir tak 
dapat berlaku adil sebaiknya clengan seorang istri sa;ja 
atau perempuan b.amba sahaya kepunyaannya.̂

Dari pen,jelasan ayat tersebut dapnt saya simpul- 
kan bahwa poligami menurut Islam mempunyai batas maksi- 
mal empat orang dan selain itu dalam,ayat tersebut ;juga 
disebut bahwa keadilan terhad'ap istri-istri itu merupa­
kan syarat mutlak bagi poligami tersebut.

Dengan adanya kalimat ‘'harus bersikap adil" maka 
timbul pertanyaan adil yang bagaimanakah yang seharus- 
nya dilakukan?

Untuk men;jawab pertanyaan itu Tub an telah memper- 
ingatkan untuk mereka yang melakukan poligami sebagaimana 
tertera dalam surat An Nisa ayat 129 yang artinya:

"Kamu sekali-kaXi tak akan dapat berlaku adil terfra- 
dap istri-istrimu biarpan kamu sangat ingin untuk 
berlaku demikian, sebab itu ;janganlab. kamu terlam- 
pau miring (dari yang lain) sehingga kamu biarkan 
ia sebagai tergantung"•£3
Ayat tersebut oleb. Humaidi Tatapangarsa ditafsir- 

kan bahwa keadilan dalam bal cinta kasib. atau kecondong-

42Iblcl., h. 24.
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an b.ati yang di luar kemampuan manusia itu tidak men- 
;jadi synrat dalam poligami menurut Islam. Oleh karena 
itu-poligami tetnp terbukn dalam agama Islam.

Dalam soal cinta kasih ini Tuhan sendiri memnng 
tidak roenyuruh manusia harus berlaku adil dalam arti - kn- 
ta yang setepat-tepatnya. Tetapi hal ini manusia hnnya 
diperi.ntnb.kan untuk tidak terlalu condong kepada salah 
seorang istrinya sebingga ya??.g lain seperti terkatung- 
katung tak terurus nasibnya.

Da3.am hal ini Rasulullah SAW menurut hadist dari 
Abu Hurairoh yang diriwayatkan oleh Achmad dan Imam 
empat pemah bersabda: Barang siapa mempunyni dua orang 
istri, k.emudian ia mementingkan salah seorang sa;ja di 
a?itara keduanya ia akan bangkit pada h.ari kiamat nanti 
dengan badannya miring sebelah.

Hal tersebut diper;jelas oleh. seb.uah hadist dnri 
Aisyah. r.a. yang menera?agkan:

•’Rasulullah SAW membagi waktu giliran di antara is- 
tri-istrinya, beliau dapat berlaku adil. tetapi be- 
linu berdoa: Ya Allah, .inilah. pembagianku dalam 
hal-ha 3. yang mampu kulakukan, ;]anganlab. me?icerai 
daku dalam hal-hal yanrj dapat angkau lakukan tetapi 
tnk mnmpu ku lakukan. ̂ f

Dari hadist tersebut ;jelas bahwa hal-hal yang tak 
sa.nggup dilakukan Rasulullah adalah. adil dalam hal cinta 
kasih. terhadap istri-istrinya itu.

, h. 29-30.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 
TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

HENI AGUSTINA



44

Dari uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa 
dalam adil yang disyaratkan oleh Islam poligami adalah 
adil dalam hal yang.bersifat labiriab sa;ja, sedahg adil 
dalam hal cinta kasih atau kecondongnn b.ati bukan merupa- 
]can syarat dalam poligami.

Selan;jutnya saya ingin mempermasalahkan adil da- 
lam hal apa clan terhadap siapakab. yang dimaksud oleh surat 
An Nisa ayat 3 tersebut di atas?

Untuk itu para ulama fikih berpendapat bahwa adil 
terhadap istri itu ialab. adil dalam hal memberikan nafkab 
hidup mereka, yang selain berupa makan, minum meliputi ;ju- 
ga pakainn dan rumah temp at tinggal.

Selain itu ;juga, sang suami diharuskan bisa meng- 
giliri istri-istrinya dengan pembagian. waktu yang sama.
Bila yang satu mendapat giliran semalam maka yang lainpun 
harus semalam ;juga.

Lebih ;]auh lag! menurut Prof. Dr. Achmad Shalaby, 
keadilan yang merupakan syarat dalam poligami seperti 
yang disebutkan dalam surat An Nisa ayat 3 itu tidak sa;ja 
terhadap istri-i^tri, tetapi meliputi ;juga keadilan terha­
dap diri?iya se?idiri dan terhadap anak-anak. Untuk itu, ba­
gi orang yang berpoligami menurut beliau, haruslah memiliki 
kemampttan ekonomi yang cukup. Kafsu syahwatnya hendaklab.
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• dipertimbangkan dengan kekuatan ckonominya.^5

Dari gambafan tersebut di atas apabila kita per- 
hatik'an secara cermat dan stmgguh-sangguhf sebenarnya 
syarat-syarat untuk berpoligami menurut Islam adalah. 
sangat berat sekali, bahkan sukar agaknya orang meme- 
nuhlnya.

Nabi Mohamad sendiri dalam kehidupannya telah ber­
poligami dengan 9 istri tetapi kit a ketahui bahwa kebn- 
nynkan istri-istri beliau adalah ;janda-;j»nda yang di- 
tinggal mati suaminya, akibat perang membe^a agama Islam. 
Sebagai mis a 3.. Istri Nabi yang bernama Saudah Binti Samif»h. 
la ;janda dari As Sakran Ibnu Amir.
As Sakram meningeal setelah hiflrah bersama-sama dengan. 
orang-orang Is3.an\ 3.ainnya. Janda As Sakrnn yang telah Ian- 
,*)ut usianya ini kemndian dinikahi oleh Nabi.

Demikian ;]uga dengan istri Nabi ynng inin yaitu 
Hafsah Binti Umar Ibnu3. Khaththab.

Hafsah adalah istri Hasan bin Huzaifah, beliau 
mati dalam pera.ng Badar*

Setelah kematian suaminya Hafsah cli.tawarkan oleh 
ayahnya kepada Abu Balr.ar dan Usman bin Affr.n, Eetapi ke­
duanya menolak, maka setelah Hasulullah mengetahui hal 
tersebut dinikahinya Hafsah.

45

Ibid.? h. 33-34*
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Demikian dengan istri-istri yang lain, semuanya 
adalah para jftnda, kecuali istri Habi yang bernama 
Aisyah.

Karena kecerdasan otaknya da??, din paling mengua- 
sai persoalan-persoalan agama dari pada mereka itu bah- 
kan termasuk terkemuka di kalangan para sahabat yang 
menjadi tempat bertanya bagi banyak orang bila ada se- 
suatu masalah agama yang sulit.^

Dengan adanya sedikit gambaran mengenai poligami 
yang di;jalankan oleb. Rasulullah itu kiranya dapat saya 
tarik kesimpulan bahwa poligami yang c1i;jalan3can oleh 
Rasulullab adalah merupakan hal yang bersifat darurat 
atau memaksa dan mengandung hikmah tersendiri.

Jika saya bandingkan dengan praktek poligami yang 
di;jalankan oleh masyarakat sekarang ini ada3.ah ;ja\ih. ber­
beda, karena kebnnyakan orang-orang sekarang ini men;)a- 
lankan poligami tanpa mengindahkan aturan-aturan A1 
Qur'an yang sudah ;jelas me?igaturnya.

Selan;jutnya saya berkesimpulan bahwa asas dalam 
hukum Islam adalah monogami, poligami diperkenankan da­
lam keadaan yang darurat sebagai perkecualian dan Islam 
sendiri telah mempersempit pintn poligami.
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2. Pengertian Po 3. igami Menurut PP 10/3.983

Sebelum membabas mengenai poligami dalam PP 10/ 
1983 terlebili dahulu saya akan menin;jau sedikit poligami 
dalam UU No. 1/1974 .yo PP 9/1975.

Pada dasarnya kita ketabui bahwa UU.1/1974 meng- 
anut prinsip monogami sebingga poligami dalam praktek 
berusaha clipersulit*

Prinsip tersebut tertern pada pasal 3 ayat 1 & 2 
UU tersebut yang antara lain mengntakan :

Pada asaany a dalam suatu perkawinan seorang pria hanya 
boleh mempunyai seorang istri, Seorang wanita hanya bo- 
leh mempunyai seorang suami*
Ayat tersebut dilan;jutka.n oleh ayat berikutnya yang an- 
tarn lain menyatnkan Pengadilan dapat member A i;jin kepa- 
da seorang apnbila dikehendaki oleh fib.ak-fib.ak yang 
bersan^kutan. *

Dari kedua pasal tersebut ;)elas babwa monogami 
adalah prinsip dalam UU No* 1/1974, tetapi prinsip ter­
sebut bukan bersifat mutlak a-danya♦

Poligami diperkenank.an a sal yang bersangkutan 
sebelumnya harus minta i;jin terlebih dahulu kepnda 
pengadilan.

Jadi di sini dapat atau tidaknya seseorang itu 
melakukan poligami tergan.tu.ng kepada pengadilan..

Pengadilan di sini akan memeriksa apnkab. per-
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syaratan untuk poligami sudah terpenuhi atau belum, clan 
bagi mer.eka yang suci ah memenuhi syarat-syarat sebag.ni- 
mana tertera dalam UU 1/1974, tentunya permohonan po- 
ligami nknn dikabulkan,

Adapun alasan-alasan untuk dapntnya seseorang
j

melakukan poligami antara lain adalah. :
a. Istri tidak dapat men;jalankan kewa;jiban?iya seba­

gai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak. d a p a t d i s emb uh) r. a n .
c. Istri tidak dapat melahirkan.

' Alasan-alasan tersebut oleh Kiduan Syahrani dan 
Abdurrahman dikatakan bahwa oleh pembentuk undang-un- 
d ang alas an tersebut d irumuskan sangat umum sekali bah- 
kan. relatif dan sensitif sekali, sebagai misal terhadap 
ai.asan huruf a (istri tidak dapat men;’ja3.ankan kewa:jib- 
annya sebagai istri) akan timbul persoalan dalan keada- 
an bagaimanakah seorang istri dapat dikatakan tidak da­
pat men;}alanknn kewa;)ibannya sebagai istri?

Kalau seorang istri dalam keadaannya yang masih 
normal, bahk.nn menuxut pemeriksaan dokter tak ad-a' kelain- 
an (gangguan) pada ;jiwa raganya tetapi di tempat tidux 
ia tak menimbulkan gairah cinta lagi bagi suaminya Inn- 
taran sang suami suci ah terlalu ;j emu, apakah keadaan
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istri yang demikian ini dapat dikualifisir sebagai ti­
dak dapat men.jalankan kewn;jibannya sebagai istri.

Oleh karena itu rumusan alasan berpoligami hu- 
ruf a tersebut harus dilihat secara kasnistis. ^

Saya sependapat dengan pendapat Abdurahman dan 
Ridua?i Syahrani da??, menurut hemat saya tugas hakimlah 
yang harus me.neliti.nya dengan seksama untuk kemudian 
memberikan penetapannya dengan sebaik-baiknya dan se- 
tepat-tepatnya •/r ’

Adapun syarat-syarat untuk melakukan poligami 
adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetu;juan istri/istri-istri.
2* Adanya kemampuan suami untuk. men;jamin keperlu- 

an-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak 
mereka.

3. Adanya ;jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka,

Dengan memperhatikan k.etentuan-kete?i tuan ten- 
tang poligami yang diatur dalam UU 1/1974 maka dapat 
ditarik kesimpulan babwa ya??.g dimaksud dengan poligami 
menurut UU 1/3.974 adalah se orang suami yang beristri 
lebib. dari seorang,

n
** ̂Eidu.an Syabrani, Ma3alah-ma salah Hukum Perka­

winan di Indonesia, cet. TTXCTmnTTHB^^
87=85:------------'■ ' - -

M  1 L I K. . j
P E R P U S T A K A A N  - j

'UNTVERSl f AS AlRLANGGA'.
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Dnn apabila seorang suami bermaksud untuk beris- 
tri lebih dari seorang selain harus terlebib dahulu men- 
dapatkan surat penetapan dari pengadilan agama, maka 
yang bersangkutan ;juga harus pula memenuh.i syarat-sya­
rat sebagaima?ia yang ditetapkan oleb. pasal '4, 5 UU 1/
1974 yo pasal 40 dan 41 PP. 9/1975, .yang menyebutkan :

Pasal 40 : Apabila seorang suami bermaksud untuk 
beristri lebih. dari seorang maka ia v?a;jib menga;]ukan 
permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Pasal 41 : Pengadilan kemudian memeriksa menge-
nai :
ae ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang 

suami kawin lagi, ialah :
- bahwa istri tidak dapat men;ja3.ankan kewa;jibannya 

sebagai istri.
- bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan.
- bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunannya.

b. ada atau tidaknya persetu;juan 3.is an maupun tertulis 
apabila persetu;juan itu merupakan persetu;juan lisan, 
persetu;juan itu harus diucapkan di depan sidang peng­
adilan*

c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk men;ja~ 
min keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan
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mempe'rlihatkan ;
I. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditanda tangani oleh bontiahara tempat bekerja 
atau

II. surat keterangan pajak penghasilan; atau 
III. 3urat keterangan lain yang dapat diterima oleli 

Pengadilan.

d. ada atau tidal: adaiiya jaminan bahwa suami akan berla­
ku adil terhadap istri-istri dan anak-anak meroka de- 
ngan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat da­
lam. bentuk yang ditotaplain untuk ituU®'4'

Lain lialnya dengan pengaturan izin polygami menu- 
rut Peraturan Femorintah Nomor 10/1983.

Menurut Peraturan Pemerintah ini bila seorang pe- 
gawai negori sipil akan melakukan polygami maka dia ha- 
rus mominta izin terlobih dahulu kopada pe'jabat yang me- 
rupakan ata3an dari pegawai nogeri sipil tersebut, Hal 
ini 3ecara tegas torcantum pada pasal Peraturan Peme* 
rintah yang borbunyi :

1. Pegawai negori sipil pria yang beristri lebih da­
ri seorang wajib memperoleh izin lobili dahulu da­
ri pejabat.

Wantjik Saleh, op. cit, t h. 82-33.
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2. Pogawai ncgori sipil wanita tidak diizinkan monjadi 
istri Icedua/IcGtiga/koempat dari pogawai nogeri *si- 
pil.

3 , Pogawai nogori 3ipil wanita yang akan monjadi istri 
Ice dua/ketiga/ko empat dari bukan pogawai nogeri si­
pil, wajib moraperoleh izin 1 obill dahulu dari peja- 
bat.

5. Pormintaan izin sobagaimana dimaksud dalam ayat 
(1 ) dan ayat (3) diajukan socara tertulis.

5. Dal rail surat pormintaan izin sobagaimana diinalcsud 
dalam ayat (I|.) harus dicanturaTcan alasan yang long- 
kap yang didasari pormintaan izin untuk beristri 
lob ill dari so orang atau untuk moujadi istri Tcodua/ 
Ice tig a/Ico empa t.

Adapun yang dimlcsudlmn dengan pojabnt tersebut 
a d a l  a l l  Montori (untuk d e p a r t o m G u  yang borsangkutan)> Jalc- 
sa Agung (untuk Jaksa-jaJcsa yang borada cli bawahnyc), 
Pimpinan Lombaga Pemorintah non Dopartenon : Pimpinan 
Kosokrot aria t a n  Lembaga Tinggi/Lorabaga Tertinggi Hegara, 
Gubernur Kopala Daorah Tin^kat X, Pimpinan Bank-banlc rni- 
lilc Negara dan daorah sortc pimpinan badan-badan us aha 
milik negara maupun daorah. ^

Koberadaan izin dari pojebat torsobut adalali wajar 
mengingat peramn pogawai negeri sebagai abdi nogara mau- 
pu:i 3ebagai kolompok masyaral&t (golongan masyarakat yang 
monjadi idaman sebahagian besar rakyat Indonesia, Dengan 
demikian merupakan suatu hal yang wajar -apabila kelorapol-:/ 
golongan ini akan menjadi panutan bagi rakyat yang lain.

Amrullali Arpan, Beberapa Persoalan Dalam Polygqmi 
Pei^wai Nogori Sipil, cet. I, Liberty, Jogyakarta, 19&4, 
h. 7 -o.
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Di samping itu titik berat yang sekaligus men;j a - 
di tu;juan dari Peraturan Pemerintab. Nomor 10 Tab.un 1983 
adalah' untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil 
dalam b.al perkawinan, poligami dan perceraian.

Oleb. karena itu kepada senna pegawai negeri sipil 
termasuk yang beragama Islam tanpa kecuali, akan dikenai 
pasal-pasal yang ada pada peraturan pemerintab. tersebut,

Adapun yang dimaksudkain dengan pe;jabat tersebut 
adalab. : Henteri (untuk departemen yang bersangkutan). 
Jaksa Agung (untuk ;jaksa-;jaksa yang berada di bawabnya). 
Pimpinan Lembaga Pemerintab. non Departemen.
Pimpinan Kesekretariatan lembaga Tingg7.yiem.baga terting- 
gi negara.
G-ubernur Kdb. Tk. I
Pimpinan Bank-bank Milik Negara.
Pimpinan Badan Usaha Milik Negara.
Pimpi.nan Badan Usab.a Milik Daerab.^

Selan;jutnya pada pasal 14 dari peraturan Pemerin- 
tah tersebut dikatakan bahwa pe;jabat yang berwenang mem­
ber! izin dapat mendelega^ikan sebagian wewenangnya kepa­
da pe;jabat lain dalam lingkungannya. serendab-rendabnya. 
Pejabat Eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu.

50 Amrullab. Arpan, Beberapa Persoalan Dalam Polyga- 
mi Pegawai Negeri Sipil, ceTT"i. lTBerly.~"Jogy a T c a ^

T=BT'"-----------
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Untuk memberikan atau me.no3.Fik memberikan izin sebagaima- 
na dimaksud dalam pasa3. 3 clan pasal 4 sepan;jang mengenai 
permintaan izi??. yang diajukan o3_eb. pegawai pegeri sip 13. 
golongan II ke bawab atau yang dipersamakan dengan itu,

Adapun surat permobonan untuk raelakukan poligami 
tersebut hnruslah disampaikan kepada pejabat tadi (se- 
perti yang disebutkan di atas) ne3.a3.ui atasan Xangsung 
dari pegawai negeri sip A3. yang bersangkutan*

Setiap alasnn yang menerima surat permobonan tadi
b.arus3.ab menyampaikan kepada pe;]abat melalui ;]a3.ur b.ie- 
rarkhi selambat*-3.ambatnya tiga (3) bu3.an se;jak diterima- 
?iya surat permobonan tersebut,

Bagi pe;jabat yang berwenang memberi izin tadi ba- 
rus memberikan keputu.p.annya sete3.ab dia memberi nasebat 
kepada yang melakukan po3.igami serta ca3.on istri?iya agar 
se;)aub mungkin untuk tidak roelangsungkan perkawinan ter­
sebut.

Put us an pe;jabat barus sudab. diberik.an selambat- 
lambatnya 3 (tiga) bulan se;jak diteriman.ya permobonan 
tersebut,^

Dengan urainn tersebut dapat lab. disiinpulkan be- 
rapa lama waktu yang dibu.tub.kan oleb. seorang pegawai
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negeri sipil untuk melakukan poligami.
Tampaloiya izin untuk poligami pegawai negeri 

sipil itu cukup rumit dan memerlukan waktu sedemikian 
rupa sehingga dengan ketentuan itu diharapka?! pegawai 
negeri sipil yang akan berpoligami mau berpikir yang 
lebih pan.-jang sehingga din tidak mud ah untuk knwin 
cerai.

Juga, dalam hal Ini pe;jabat yang memberi izin 
itu senga;ja ikut campur, dalam urusan pribadi pemohon 
tersebut yaitu dengan ;)alan memberi nasehat agar se- 
;jauh. mungkin untuk tidak melangsungkan poligami ter­
sebut. Dengan demikian tugas pe;jabat men;jadi bertam- 
bah yaitu sebagai badan penasehat.

Selan;}utnya pada pasal 9 peraturan pemerintab. 
tersebut dikatakan :
1. Pe;jabat yang menerima permintaan izin untuk beris­

tri lebih dari seorang atau untuk men;jadi istri ke- 
dua/ketiga/keempat sebagaimana dinaksud dalam pasal
4 wa;jib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan 
yang flikemukakan dalam surat permintaan izin dan 
pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang 
hersangkutan.

2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dike- 
mukakan dalam permintaan izin tersebut kurang me-
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yakinkan maka pe;jabat harus meminta keterangan tam- 
bahan dari istri Pegawai Negeri Sipil yang menga;jukan 
permintaan izin atau dari fihak lain -yang dipnndang 
dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

3. Sebelum mengambil keputusan, pe;jabat memanggil pega­
wai negeri sipil yang bersangkutan sendiri atau ber- 
sama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.

Maksud dari pasal 9 tersebut adalah agar pe;jabat 
yang memberikan izin tadi dengan seksama memperhatikan 
alasan-alasan apn yang dia;juknn pegawai negeri sipil ter— 
sebut untuk berpoligami dan apakah alasan-alnsnn tersebut 
sudah sesuai dengan peraturan tadi.

Adapun alasan dan syarat yang di;jadikan pedoman 
ada3.ah tertera pada pasal 10 dari peraturan ini .yang ber- 
bunyi :
1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat di- 

berikan oleh pe;jabat apabila memenuhi sekurang-kurang- 
nya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat ku- 
mulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 
pasal ini.

2. Syarat-syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 ialah :
a. Istri tidak dapat men;jalankan kewa ;j ibannya seba- 
' gai istri.
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b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang 
tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melabirkan keturunan.

3. Syarat-syarat kumu3.at.if sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3. ialab. :
a. Ada persetu;juan tertulis dari istri.
b. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempu- 

nyai pengb.asi3.an ynng cukup unt.uk membiayai lebib. 
dari seorang istri dan anak-anaknyn yang dibukti- 
kan dengan surat keterangan pa;]ak penghasila?i dan

c. Ada ;jaminan tertulis dari Pegawai negeri sipi3. 
yang bersangkutan, babwa ia akan berlaku adil ter- 
badap istri-istri dan anak-anaknya.

4. Izin untuk beristri lebib. dari seorang tidak diberi-
ka.n oleb per*jabat apabila :
a. bertentangan dengnn a;jaran/peratvuran agama yang 

dianut Pegawai negeri sipi3. yang bersangkutan.
b. tidak memenubi syarat altematif sebagaimana d iron fr­

aud dai.am ayat (2) dan ketiga syarat kumu3.atif dalam 
ayat (3 ).

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

d* alasan yang dikemukakan bdtftentangan dengan akal se- 
h.at dan atau

e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas ke- • 
dinasan.
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Mengenni ayat 4- ini oleb Amru3.3.ah Arpan dikatakan 
bahwa syarat tambahan yaitu pada ayat 4 huruf d adalah 
merupakan hal yang berlebihan, Bukanknh sudah sesuai 
dengan aka3- yang seb.at bila suami a)r.an me3.nkukan kawin 
lagi bila istrinya mendapat cacat badan atau menderita 
penyakit yang tak dapat disembuhkan atau tidak dapat me- 
lahirkan anak.

Demikia?i dengan synrat tambahan yang ada pada hu­
ruf e dari ayat 4 pasal ini, tanpa dicantumkannya syarat 
ini sebenarnya seorang pegawai ?iegeri sipil tidak boleh 
melnlaikan tugasnya, Bukankah telah ada peraturan disi- 
plin pegawai negeri sipil yang berupaya mencegah kelalai- 
an pegawai negeri tersebut, Dengan demikian terlepas dari 
masalah. apakah dia melakukan polygami. atau tidak,

Dari uraian di atas mengenai pasal-pasal yang ter- 
tera pada Peraturan Pemerintab. Nomor 10 i’ahun 1983 khusus- 
nya ya?ig mengatur masalah po3_igami clapatlah disimpulkan 
bahwa arti po3.igami menurut Peraturan Pemerintab. tersebut 
adalah seorang pria yang beristri lebih dari seorang wa­
nita,

Adapu.n prinsip dari peraturan pemerintab. tadi acln- 
lah mencegah dan mempersu3.it adanya poligami meskipun po­
ligami itu diperkenankan.

'52Ibicl., h. 10-11.
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Sehingga dengan demikian prinsip itu snmn sekali tid*k 
berlawanan dengan prinsip ynng ada pada huJcum Islam 
dan UU No. 1/1974, khususnya yang mengatur masalah po­
ligami.

3* Perbedaan Antara PP 10/3.98? Denman Hukum Islam

Sebagaimana telah saya singgung pada bab-bab 
terdahulu bahwa titik berat yang sekaligus men;jadi tu- 
;}uan dari PP 3.0/3.983 -'da3.ah untuk meningkatkan disiplin 
pegawai negeri sipil.

Maksud dari tu;juan tersebut adalah supaya pega­
wai negeri sipil tidak akan terganggu dalam men;jalankan 
tugas kedinasannya•

Ha3. ini nampak pada pasa3. 4 (l) dari Peraturan 
Pemerintah tersebut ya?ig mengharuskan untuk izin terle- 
bih dahulu kepada pe;jnbnt atasan bagi pegawai negeri si­
pil yang akan berpoligami.

Jika kita telusuri dari sudut kaidah hukum Islam 
tidaklah kita temukan ketentuan semacam itu.

Apabila seseorang dalam keadaan darurat dan dia 
sanggup imtulc berlaku adi3. maka dapatlah me3.akiUr.an po3.i- 
gami dengan batas maksimal empat orang. Pernyataan ini 
kita dapati pada surat An Nisa1 ayat 3*

Dengan demikian bagi seorang pria yang he?idak me- 
lakukan poligami menurut hukum Islam tanpa harus mint a 
izin terlebih dahulu kepada pe;jabat ata^annya dapat3.ah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 
TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

HENI AGUSTINA



60

langsung berpoligami.
Dari ketentu&n tersebut tirribul portanyarai apabila hu- 

kura Islam tidak mengatur raasaloh izin poligami fcopada peja?- 
bat atasaunya make kotentuan itu tidaTdcah mungkin diterapkan 
pada pegawai negeri sipil yang boragama Islam?

Untuk menjawab pertaryaan itu, Ketua Pengadilan Agania 
Surabaya, menunjuk j)ada- Iceberadaaxi Peraturan Pcmerintah Ho- 
mor 10 Tahun 1983 dalam kerangka hulaira Nasional. Menurut pen- 
dapatz^a, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 ^ahun 1983 itu 
berhubungan dengan masalah poningkatan disiplin pegawai nege- 
ri sipil. Oleh karena itu peraturan tersebut berkaitan dengan 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yaitu Undang-undang tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian dan bukan berkaitan dengan Undang Un- 
da ng Nomor 1 Tahun 1974» yaitu Undang Undang Perkawinan. Per­
aturan Pemerintah tersebut tidak ada hubungannya dengan hukum 
Islam den undang-undang perkawinan, selaingga hukum Islam dan 
undang-undang perkawinan tidak akan mempermasalahkan Iceborada- 
an izin poligami dari pejabat yang berwemng. Izin untuk ber- 
poligami iso pada pojabat atasannya, bagi pegawai negeri sipil 
itu adalah merupakan masalah intern pegawai negori sipil de­
ngan instansinya. Oleh karena itu setiap orang yang akan 
mengajukan poligami di Pengadilan Agama Surabaya, akan dite- 
rima dan, diputus tanpa dibedakan apakah dia berstatus sebagai 
pegawai negeri sipil atau bukan, Permohonan poligami tersebut 
a lean dikabulkan asalkan sudah dipenuhi porsyaratan-porsyarat- 
an yang ada pada UU 1/1974 yo PP 9/1975. Di samping itu meraang
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 l'ahun 19^3 tidak tordapat 
satu pasalpun yang mongatur masalah keterikatan hakim dengan 
peraturan ini. Dengan de mi Id. an halcim Pengadilan Agama Suraba­
ya tidak torikat ololi ketexituan-ketentunn yang ada di dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963* Pernyatann tersobut 
di das or lean pada pasal 4 (3) dari Undang-uildang Nomor 14 Tahun 
1970 bahwa Pengadilan Agama daIan hal memutus perkara tidak 
bisa torikat oleh pihak-pihak lain.

Dongan demikian masalah izin kepada atasan tersebut
tidaklah dipersoalkan oleh Pengadilan kgoxn.a Surabaya, Bahkan
Ketua Pengadilan Agama berpendapat bahwa tanpa adanya izin
dari pejabat atasanpun Pengadilan Agama berani mengabulkan

5zpermdhonan poligami.

Tampaknya Ketua Pengadilan Agama Surabaya tidak ingat 
aftnn bunyi pasal 18 dari PP 1 0 /1 9 8 3 yaitu Peraturan Pemcrin-

tah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaTcsud da­
lam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per­
kawinan (Lombaran Negara Tdliun 1974 Nomor 1; * Tambahan Lem­
baran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 ^ahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 1 2, Tam- 
bahan Lembaran Negara Nomor 3050 dan pengaturan perundangan 
lainnya.

^Vawanoara dengan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, 
tanggal 5 Januari 1987.

1 MIL! X
I p j ;  p  r } t  ,  «. r y  ^  a ,  V
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Apabila kit a tetap mendasarkan pada persyaratan dari 
Ketua Pengadilan Agama tersebut di atas maka pegawai negeri 
sipil kb.ususnya yang boragama Islam akan menganggap sepele 
dan sekaligus akan mengabaikan pasal-pasal yang ada pada 
Peraturan Pemerintab. tersebut, Dengan demikian kemungkinan 
menerobos dan menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ada pada 
PP 10/1983 kb.ususn.ya yang menyangkut masalah izin poligami 
sanga tlah d imungkinkan,

Adanya keharusan izin kepada pe;jabat atasan itu me- 
mang dalam sumber hukum Islam utama yaitu A1 Qur'an hadist 
Nabi tidaklah kita temukan, Dan apabi3.a A1 Qur'an dan Hadist 
Nabi tidak mengaturnya r.\nlr.a baruslab kita ingat pada sumber 
hukum yang Inin yaitu mnshlahah mursalah.

Adapun yang dimaksud dengan mashlahah mursalab adalah 
menetapkan ketehtuan-ketentuan yang tidak disebut sama seka- 
li dalam A1 Qur'an atau hadist Nabi atas pertimbangan mena- 
rik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup masyarakat. 
Dengan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup 
masyarakat yaitu agar pegawai negeri sipil tidak mudah me- 
lakukan praktek kawin cerai, karena dengan kemudahan kawin 
cerai akan memperburuk citra pegawai negeri sipil itu sendi­
ri. Dengan demikian keberadaan izin poligami terhadap pe;ja- 
bat atasannya menurut hemat saya wa;jiblah dipatuhi.

Perbedaan pokok .yang lain mengenai ketentuan poligami 
menurut PP 10/1983 dengan hukum Islam adalah terdapat pada 
pasal 4 ayat 2 dari peraturan pemerintab tersebut*
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Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil wa- 
nita tidak diizinkan men;jadi istri kedua/ketiga/keempat 
dari pegawai negeri sipil pria.

Kalau kita telusuri dari sudut kaidah bukum Islam 
maka dapat kita ketahui "bahwa Islam membolehkan seseorang 
berpoligami dengan batns maksimum empat orang dan dengan 
syarat harus mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya. 
Hal ini kita ;jumpai pada surah An Nisa'.ayat 3.

Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa antara 2 
pemyataan tersebut di ata^ adalah saling bertentangan di 
satu pihak melarang pad* pihak lain menbolehkan.

Bagaimana hal ini ;jika benar-benar ter;jadi pada pe- 
gawai negeri sipil? Apakah dengan ketentuan yang ada pada 
PP 10/1983 tersebut seseorang tidak akan bisa menikah, pa- 
dahal antara keduanya saling mencintai?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kiranya perlu mende- 
ngar pendapat dari Amrullah Arpan bahwa alasan bagi pela- 
rangan bagi pegawai negeri sipil wanita men;jadi istri ke­
dua/ketiga/keempat dengan dasar agar suatu perkawinan ti- 
clak mengganggu kelancaran tugas kedinasa?mya mangkin meru­
pakan pe?icerminah dari . orientasi "kedudukan pegawai sebagai 
aparat/alat negara", 03.eh. karena?iya nilai efekt'if dan efi- 
sien harus dipertahankan secara mutlak dan berkemungkinan
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besar akan menggeser nilai "pegawai sebagai manusia 
yang utuh, manusia yang terdiri dari ;jiwa dan raga 
yang mengbendaki pengembangan secara optimal*
Eksistensi manusia/pegawai negari sipil (walau dia wa­
nita) sebagai mamisia yang utuh haruslah kita. akui clan 
kita tegakkan* Untuk. itu kemampuan pemimpin/atasan/ 
mana;jer haruslah bertumpu pada pandangan yang luas dan 
mengakui mutlak dimensi dari bawahan yang diawasinya?^

Pendapat tersebxit kiranya perlu saya kaitkan de- 
ngan pendapat Ketua Pengadilan Agama Surabaya, yang me­
nyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak 
terikat dengan ada atau tidak adanya izin dari pe;jabnt 
atasan pegawai negeri sipil ;jika b.endak berpoligami, 
sehingga hakim Pengadilan Agama bisa memutus pegawai 
negeri sipil yang berpoligami dengan tanpa adanya izin 
dari pejabat atasan.

Dengan demikian, beran;jak dari dua pend apat ter­
sebut di atas kiranya seorang wanita yang berstatus se­
bagai pegawai negeri sipil ;')ika hendak akan meni3r.ah. de­
ngan pria yang ;juga berstatus sebagai pegawai negeri si­
pil di mana wanita akan di;jadikan istri kedua/ketiga/ke-

e'mpat maka ' akan bisa terlaksana, dengan demikian pada 
akhimya saya berkesimpulan bahwa pasal 4 ayat 2 dari 
PP 10/1983 men;jadi tidak efektif berlakimya*

54)" Amrullah Arpan, op.cit.» h. 12.
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BAB IV

KASUS POLIGAMI DAK PEMECAHANNYA

Setelah uraian tentang poligami dalam hukum Islam.
UU 1/1974 clan PP 10/1983 serta pula pembab.asan mengenai 
s.yarat-syarat dan batasan bagi seorang suami untuk melaku- 
kan poligami sebagaimana teru.rai di atas maka selan.jutnya 
di dalam bab ini saya akan mencoba menganal.isa sebuab ka- 
sus mengenai permobonan izin untuk me3.nkuk.nn po3.igami oleb. 
seorang suami 'yang seka3_igus berstatus sebagai pegawai ne- 
geri sipil, kepada Pengadilan Agama Surabaya sehingga ke- 
mudian dapat diterima serta dikabulkan permobonan tersebut 
dengan penetapa?i No. 3.118/1985 oleb. Pengndilan Agama Sura- 
baya,
a). Duduknya perkara.

Sepasa3ig suami istri yang bernama Suyadi, suami umur 
33 tahun peker;jaa?i guru SDN Pacar Keling V/186 Suraba- 
ya, alamat Deles III/8 Surabaya, telah mempunyai istri 
yang bernama Ani Nurwati, umur 27 tahan, yang terbukti 
dari surat nikah yang dike3.uarkan oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Pacitan tertan.ggal 1-2-1979 Ho. 574/ 
74/11/1979.
Se3.amn pernikRhannya te3.ah clikaruniai seorang anak. 
Kemudian suami tersebut telah mengn;jukan permohonan, 
untuk menikah lagi dengan wa.nita ya.ng bernama Hari;jawati

65
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umur 27 tahun, yang bertempat tinggal di Jalan Tambak
,  » «

Adi No. 36 Surabaya.

Berdasarkan hasil sidang Pengadilan Agama, pemo- 
hon tersebut bertu;juan untuk m.elakuknn poligami dengan 
alasan-alasan sebagai berikut :

1). Istri pemohon tidak dapat menjalanka?:* kewa;]iban 
■‘sebagai seorang istri karena tempat tin'ggalnya
ber;jauhan.

2). Pemohon dengan Hari.'jawati tersebut telah cukup 
lama saling mengenal dan sepakat antuk menikah.

3). Hubungan antara pemohon dengan calon istrinya 
sudah. sedemikian rupa sehingga untuk menghin- 
dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemo­
hon menga;jukan permohonan ini.

4). Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup antuk 
men;jamin keperluan hidup kedua orang istrinya.

5). Pemohon sanggup sepenuhnya untuk berlaku adil 
terhadap istri-istrinya dan anak-anatoiya kelak.

6). Pemohon telah diberi izin oleh atasannya untuk 
dapat beristri lebih dari seorang.

7). Istri yang telah dinikahinya (istri pertama) 
tidak keberatan untuk dimaclu.

b). Pert.im'bangan hakim Pengadilan Agama Surabaya,
Menurut pertimbangan hakim, alasan-alasan pemo­

hon untuk menikah lagi dengan memperhatikan pertim-
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bangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telab meme- 
nuhi syarat-syarat untuk beristri lebib dari seorang. 
Pertimbangan hakim terutama didasarkan karena istri 
pemohon dengan sepenubnya menyetu;jui clan mengi;jinkan 
pemohon untuk menikab lagi, ;juga hakim pengadilan Agama 
dalam hal ini mengetahui bahwa calon istri pemohon te­
lah bamil 9 bulan, sehingga untuk segera menanggulangi 
hal itu maka Pengadilan Agama memberi i;jin pemohon un­
tuk beristri lebib dari seorang, karena dikhawatirkan 
na.nti.nya pemohon dapat secara terus menerus akan ter- 
goda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang men;jurus 
ke pelanggaran-pelanggaran susila hubungan seks di luar 
nikah.

Alasan-alnsan yang dima ;jukan pemohon oleh Peng­
adilan Agama, dinilai telah memenubi syarat-syarat pa- 
sal-papal peraturan dan undang-imdnng yang bersangkutan. 
Sehingga kiranya dapat memenubi apa yang dikehendalci 
oleh Firman Allah SWT di dalam A1 Qur'an surat An Mi sa 
ayat 3, ;juga telah sesuai dengan keputusan Menteri Aga­
ma Nomor ^5 tahu.n 1979 tentang beaya perkara pada Badan 
Peradilan Agama sehingga ternyatalah bahwa pemohon te­
lah memenubi syarat-syarat yang telah ditentukan.
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c). Penetapan hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Setelah diadakan pertimbangan-pertimbanga?! de- 
ngan cermat dan seksama akhirnya ternyatalah bahwa per­
mohonan yang dia;jukan oleh pemohon untuk melakukan po­
ligami dapatlah dikabulkan dan ditetapkan pula bahwa, 
beayn-beaya yang timbul dalam perkara ini dipikul oleh 
pemohon.

d ) *  Analisis*

Dalam kasus tersebut di atas ternyatalah bahwa 
permohonan izin untuk melakukan poligami yang dia;jukan 
oleh pemohon yang bernama Suyadi dengan seorang wanita 
ya.ng bernama Hari;jawqti, menurut hakim Pengadilan Agama 
Surabaya yang menetapkan perkara ini telah benar-benar 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh un­
dang-undang yang berlaku.

Di depan sidang pemohon dan Hari;jawati, calon- 
istrinya telah menyatakan saling cinta mencintai satu 
sama lainnya dan di antara kedunnya tidak ada hubungan 
apapun yang dapat men;jadi halangan sahnya suatu perni- 
kahan, sehingga ;jelas terbukti bahwa pada diri pemohon. 
benar-benar memenuhi syarat untu.k beristri lebih dari 
seorang sebagaimana yang telah disyaratkan oleh undang- 
undang yang berlaku*
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Dalam kasus ini alasan pokok yang di;jaclika?i pe- 
mohon untuk berpoligami adalah karena istri tidak dapat 
men.'jalankan kewa;jiban sebagaimana seorang istri karena 
letn]aiya ber;jauhan, clan berikut alasan-a3.asan 3„ainnya 
seperti ya?:ig sudah saya sebutkan di atas.

Alasan-alasan tersebut menurut hemat saya adalah 
bersifat sangat umum sehingga tidak jjelas unsur yang pa­
ling pokok yang men;jadi sebab poligami tersebut.

Dari aspek hukum positif yaitu dari segi andang- 
undang perk.awi.nan (undang-unda?ig Nomor 1 Tahun 1974) nam- 
paknya tidak mema salahkan unsur batin dari istri peraoho??.# 
Sebab dapat di;jadikannya Indikasi permohonan tersebut di- 
Jcabulkan adalah karena adanya sebab kehamilan pada saat 
permoho?aan tersebut dia;]iOt:an.

Hakim yang menye3.esaik.an masa3.ah ini nampaknya ti­
dak dapat memilih alternatif lai??. selain mengabulkan per- 
moho?ian poligami tersebut, Kare?ia hakim memandang bahwa 
antara pemohon dengan Kari.iawati huhungannya sudab. sede- 
mikian rupa sehingga diJch.awatir3r.an nantlnya pemohon dapat 
terus menerus akan tergoda untuk melakuka??. perbuatan-per­
buatan yang men;jurus ke pe3.anggaran-pe3.anggaran • susi3.a , 
hubungan 6eJcs di luar niJcah yang nantinya ,'ielas aJcan me??.g- 
akibatJca??. hal-hal yang tidak dilnginlcan sehingga oleh Jca- 
renanya sudab. se3.ayaknya apabila permohonan pemohon terse­
but di atas diknbulkan sebagaimana aqidah fikih yang me-
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nyatakan menghindari kerusakan-kerusaJcan harus didahulu- 
kan daripada mencari kemashlrihatan.

Pemohon yaitu Suyadi adalah seorang yang bersta­
tus sebagai pegawai negeri sipil. Sebagaimana kita sing- 
gung pada bab-bab terdahulu bahwa menurut Peraturan Peme­
rintab Nomor 10 Tahun 1983 khususnya pasal 4 ayat 1 menye- 
butkan bahwa pegawai negeri sipil pria yang hendak berpo­
ligami, harus terlebih d aliulu minta izin kepada atasan- 
nya.

Dalam kasus ini, ternyata pemohon sudah memenuhi 
pasal tersebut, yang ternyata dengan dik.eluarkann.ya surat 
pernyntaan mengijinkan untuk berpoligami tertanggal 1 -Ju- 
li 1985 yang diketahui oleh Kepala Dinas P dan K Daerah 
Prop. Tk* I Jatim.

Permohonan kepada pe;]abat atasan tersebut telah di- 
kabulkan sehingga pemohon tidak melanggar pasal 4 ayat 1 
tersebut di atas.

Pertimbangan pe;jabat atasan tersebut disebabkan ka­
rena alasan pemohon yaitu karena istrinya tidak. dapat men- 
;}alankan kewa ;j ibannya sebagai istri, Dan di samping itu 
kare??.a calon istri kedua dari pemohon telah hamil sehingga 
untuk menghapus citra buruk dari pegawai negeri sipil ter­
sebut tidak ada ;}alan lain selain untuk memberi izinnya.

Menurut hemat saya ;]ika perolehan izin dari pe;jabat 
atasan Ini 9 terutama yang berkenaan dengan sebab keh.ami3.an
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mungkin akan bisa dipergunakan oleh pegawai negeri si­
pil yang Inin antuk mencari ;ialan keluar agar bisa mela­
kukan poligami. -Jika tidak diberi izin oleh atasannya. 
-Jelasnya pemberian izin ini akan memberi contoh pada 
pegawai negeri sipil lain.

Kalau kita lihat dari sisi hukum Islam itu sen­
diri dengan mendasarkan pada surah. An Nisa* ayat 3 maka 
poligami itu diperkenankan dengan syarat batas istri ha- 
nya empat. orang dan yang bersangkutnn harus bisa berlaku 
adil.

Synrat-syarat untuk berpoligami dalam hukum Islam 
tidak diperinci sebagaimana dalam UU 1/1974 yo PP 9/1975> 
hanyn disebutkan harus bersikap ad5.1 itu sa;]a. Sedangkan 
adil yang diminta ialah adil dalam hal yang bersifat la- 
hiriah sa;ja, sedang dalam hal yang bersifat kecondongan 
hati tidak merupaka??. keharusan.

Dengan adanya hal tersebut jika kita kembali pada 
kasus tersebut di atas di mana si suami ber;jan;ji akan 
sanggup antuk berlaku adil dan istri pemohon ,*juga telah 
menyetu;jui maksud suami maka dengan demikian tidnklah 
akan menimbulkan permasalahan. Perwasalahnn yang ada se- 
benarnya terletak pada calon istri kedua yang telah hamil 
9 bula?i tersebut.

Karena kita ketahui bahwa ;jika ada seorang wanita

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 
TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

HENI AGUSTINA



72

bercampur dengan lRJd.-3.a3ci dengan tidak menikah b.ingga 
hamil, maka dalam A1 Qur'an atau hadist tidak ada satu- 
pun ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut.
Oleh karena itu Ulama berselisih. faham dalam. hal ini.

Sebagian dari Ulama berkata tidak halal dikawin- 
kan dia, wa3,aupun kepada lak.i-3.aki yang menghamilkan dia. 
Lantaran wanita yang hamil tidak bo3.eh cliknwinfcan melain- 
kan sesudah ia beranak karena firman Allah dalam surat 
Atb Talaq. ayat 4 yang artinya wanita ya?ig mengandung itu 
iddabnya ialab. apabi3.a ia me3.ahirkan kandungannya.

Oleh Imam Ibnu Quda'mah A1 Maqdasi meriwayatka?! 
da3.am Asy-Syarhul Kabier 7 : 502 yang mengambil dari satu 
hadist sah.ith dari Easulullah yang artinya Tidak boleh 
dicampuri wanita hamil melainkan sesudah ia beranak,55

Pihak lain yang membolehkan berkata bahwa ayat. 
hadist tersebut adalah ditu;jukan kepada wanita yang 
mengandung dari orang laki-laki tetapi dia akan kawin de­
ngan orang laki-laki lain yang bukan me?igb.amilinya• 56

Dalam kasus tersebut di atas, di mana pemohon 
yaitu Suyadi yang telah nyata menghami3Li caj.on istrinva

KC
J A. Hasan, Soal.-Jawab Tentang? erbagai Masa3.ah. 

Agafta. cet, VI, j)iponegoro^“,BanclTmg7

M l  L H C
P E R P U S T A K A A N  

' U N I V E R S I T A S  A I R L A N G G A '  
_____S U R A B A Y A
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ynn(z kedua dnn kernel ian o3.eh. hakim Pengadilnn Agama di- 
kabulkan permohonnnnya adalah karena hakim berpendirian 
dengan dikabu3.kannya permohonan tersebut maka pemohon 
akan tidak teru? mensrus berbuat b.al.—b.a3. ynnfi: di Xuar 
bntap Icesupilann*

Rupnnya hakim Pengadilan Agamn ;jugn cenderung 
berpenclirinn pada pendnpat kedua sebagaimana tersebut 
di atas, bnhwa wanita yang sedang hamil boleh dinikahi*
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BAB V

1 . K o 3i m p u l a n

Dari beberapa uraian dan pembahasan dalcr.i bab-bab 
terdalaulu, maka kini sampailah pada tahap untuk menarik 
beberapa ko3impulan dan sekaligus momberikan saran yang 
erat 3ekali hubungannya dengan masalah yang dibalias* 
Kesimyulan tersebut antara lain :
a) . Sojak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Taliun 1974

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 taliun 1975* berarti 
tentang perkawinan khususrjya dalam masalah poligami 
telah diatur dalam suatu peraturan yang berlaku umrn 
bagi semua golongan masyarakat di Indonesia.

b) . Poligami diatur dalam hukum Islam, Undang-undang No­
mor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 "dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1 9 8 3, yang diberlakukan Idausus bagi pegawai 
negori sipil.

c). Asas dalam hukum Islam adalah monogami. Poligami di- 
perkenankan dalam keadaan darurat dan memaksa sebagai 
perkecualian. Asas monogami tersebut dlairut oleh Un­
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemerin­
tah Nomor 9 Tahun 1975 maupun oleh Peraturan Pemerin­
tah Nomor 10 Tahun 1903* sohingga kotiga peraturan

74-
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hukum tersebut berusaha memporsulit dan mo nee gali ada­
nya praktek poligami.

d). Pegawai negori sipil yang akan melakukan poligami ha­
rus momperoleh izin lobili dahulu dari po.jabat yang 
berwonang. Keharusan adanya izin ini, menurut Kotua 
Pengadilan Agama Surabaya tidak akan dipersoalkan 
oleh hakim Pengadilan Agaraa Surabaya, sohingga poga- 
wai negeri sipil yang mongajukan akan berpoligami tan- 
pa membawa surat izin dari pejabat yang berwonang akan 
diterima dan diputu3 oleh Pengadilan 'Agama Surabaja .

e). Apabila ditinjau dari hukum I slain,. maka koberadaan izin 
poligami tersebut merupakan suatu keharusan yang harus 
ditaati oloh pegawai negori sipil yang beragama Islam, 
Hal ini didapnrkan pada sumber hukum Islam yaitu mash- 
lahah mursalah.

2. Saran

Beranjak dari koseluruhan pembahasan dan bahkan 
sampai pada kesimpulan saya memandang perlu untuk memberi­
kan oaran-saran yang saya anggap berguna bagi pelaksanaan 
Peraturan Pemerintab Nomor 10 Tahun 19 8 3,
a. Melihat masih adanya 'kelemahan-kelemahan yang ada pada 

Peraturan Pemerintah tersebut Idiususnya dalam hal ini 
pasal if. ayat 2 maka sebaiknya perlu peninjaunn lebih 
lanjut.
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b. Dongan QclQuya I'eleinahan-kelemahan torsobut maka pe ja- 
bat yang raonjadi atasnn dari pogawai nogori sipil ha- 
ruslah bortumpu pada pandangnn yang luas sehingga ok- 
sistensi pogawai negeri sipil 3ebagai irianucia yang 
utuh tctaplah diakui dan ditegaTdfcan-
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Model Formulir i

5URAT PERNYATAAN MENG1JINKAN UNTUK MENGAJUKAN 
fOaBC&Eflm / PERMOHONAN BERISTERI LJSBIH DARI SEORANG.

Sebagai pelaksanaan pasal 3 dan pasal h Peraturan Pemerintah Nomor 10 
tahun 198j>i yang bertanda tangan dibawah ini, kamij

N a in a 
J a b a t a n 
NIP./ Karpeg 
Atasan dari 
I n s t a n s i

H O C H . H O D J O P A H I T .  S H .
K o p a l a  D l n a a  P  d a n  K  D a o r a h  P r o p . D a t l  I  J a f c l a
510023623
8 U  Y  A  D  I
D l n a a  P  d a p  K B a s r a h  P r o p .  D a t i  I  J a t l i

Sstolah mempertimbangkan surat permohonan Saudara t

N o m a  
J t b a t o n 
NIP./Karp*g 
I n s t a n s i  
T a n g g a 1

5 U n  D I

G u r u  S D N .  P a c e r  K e l l n g  V/186 S u r a b a y a
130585779
D c r p . D i & . B u d  K ® c .  T o m b a k a o r i  S u r a b a y a

menyatakan mengijinkan kepada pemohon untuk mengajukar* / per
ajshona.n beristeri lebih dari seorang •) kepada Pengadilan Agama di Surabaya. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan sampah jabatan.

^ - ^ u i ^ b a y a ,  .01 - . . J a i l  -  198S

'w  * r  H O C H .  M O D J O P A U I T ,  S H  \
N I P .  510023623c
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